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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan
inspirasi dalam penyusunan buku ini, yang berjudul Proses
Beracara Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Pilkada di
Mahkamah Konstitusi.

Buku ini hadir untuk menjawab kebutuhan akan panduan
praktis bagi para praktisi hukum, mahasiswa hukum, dan semua
pihak yang berkepentingan dalam memahami tata cara beracara
di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam hal pengujian
undang-undang dan penyelesaian sengketa pemilihan kepala
daerah (pilkada). Sebagai lembaga yang memainkan peran vital
dalam menegakkan konstitusi dan menjaga hak-hak
konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi memiliki tata
cara beracara yang perlu dipahami dengan baik agar hak-hak
para pencari keadilan dapat dilindungi dengan sebaik-baiknya.

Kami menyusun buku ini dengan pendekatan praktikum,
yang berusaha menghadirkan penjelasan prosedur dan langkah-
langkah praktis secara komprehensif namun tetap mudah
dipahami. Di dalamnya, kami menyajikan uraian tentang proses
pengajuan permohonan, persyaratan administrasi, hingga
tahapan persidangan dan putusan. Harapannya, pembaca dapat
memiliki gambaran yang lebih nyata dan aplikatif mengenai
proses beracara di Mahkamah Konstitusi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung
maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini. Semoga
buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi
panduan yang berguna dalam memahami dan menjalankan
proses beracara di Mahkamah Konstitusi.

Selamat membaca.
Penulis
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BAB |
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG
DI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pendahuluan

Sejak merdeka pembangunan hukum di Indonesia
dilakukan dan dilaksanakan dengan sangat pesat. Hal ini
selaras dengan asas Negara yaitu Negara Hukum, bukan
Negara Kekuasaan. Salah satu ciri negara hukum ialah
dihormatinya hak-hak warga Negara oleh penguasa,
pelanggaran hak-hak warga Negara merupakan cacat suatu
Negara yang berdasarkan hukum. Bahwa Negara kesatuan
Republik  Indonesia merupakan negara hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Oleh karena itu bahwa dalam Undang-
Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman mempunyai peranan penting' dalam usaha
menegakkan konstitusi dan prinsip Negara hukum sesuai
dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagai Hukum  dasar dan tertinggi  dalam
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, UUD
1945 telah mengalami perubahan pada tahun 1999 hingga
2002. Perubahan konstitusi tersebut telah mengubah paradigma
kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengubah pula corak
dan format kelembagaan serta mekanisme hubungan antar
lembaga Negara yang ada. Selain itu, perubahan UUD NRI
Tahun 1945 telah menghasilkan rumusan Undang-Undang



Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional
warga Negara.

Oleh karena itu, guna peningkatan pemahaman terhadap
UUD 1945 yang menetukan pelaksanaan dalam praktek
kehidupan berbangsa dan bernegara, Mahkamah Konstitusi
sebagai Lembaga Negara pengawal konstitusi, terpanggil untuk
ikut bertanggung jawab menyebarluaskan dan
memasyarakatkan UUD 1945 kepada berbagai kalangan, baik
aparat penyelenggara Negara maupun warga Negara. Oleh
Karena itu diterbitkanlah UUD 1945 dalam satu naskah untuk
memudahkan dalam membacanya. Namun harus tetap diingat,
bahwa naskah resmi UUD 1945sebagaimana ditetapkan
pemberlakuannya kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli
1959, yang diikuti dengan naskah hasil perubahan pertama,
kedua, ketiga, dan keempat.

B. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga
tinggi negara yang berada pada cabang kekuasaan yudikatif.
Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan realisasi dari
konsep negara hukum, yang salah satu cirinya adalah
penempatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan
wewenang untuk mengadili isu-isu yang berkaitan dengan
konstitusi dan untuk menegakkan ketentuan-ketentuan
konstitusional.

Dasar pemikiran pembentukan Mahkamah Konstitusi
bermula dari Hans Kelsen seorang ahli hukum dari Austria.
Pemikiran Hans Kelsen mengenai Mahkamah Konstitusi
muncul setelah runtuhnya Kekaisaran Austro-Hungaria pada
tahun 1919, yang juga menandai berdirinya Republik Austria.
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Saat Republik Austria dibentuk, Kelsen diangkat sebagai
anggota chancellery untuk menyusun konstitusi baru sebagai
bagian dari reformasi konstitusi Austria. Pada saat itu, Kelsen
mengemukakan ide tentang perlunya sebuah Mahkamah
Konstitusi yang terpisah dari sistem peradilan biasa. Dalam
konstitusi baru Austria, Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan
fungsi utama menegakkan konstitusi, termasuk kewenangan
untuk  membatalkan  undang-undang yang  dianggap
bertentangan dengan konstitusi.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari
pemikiran kelsen yang mengemukakan dua proposisi yang
mendasarinya, yaitu bahwa norma konstitusi harus benar-benar
ditaati atau dilaksanakan dalam praktik dan untuk menjamin
penataan norma konstitusi itu maka perlu dibentuk suatu
lembaga yang berdiri sendiri dengan bentuk peradilan, dalam
hal ini Mahkamah Konstitusi yang terpisah dari peradilan biasa.

Amandemen UUD 1945 Negara Republik Indonesia
mengadopsi konsep dan pemikiran Hans Kelsen tersebut
sehingga konstitusi hasil amandemen Indonesia melahirkan
suatu lembaga yang bergerak dibidang kekuasaan yudisial atau
kekuasaan = kehakiman  yaitu =~ Mahkamah  Konstitusi
sebagaimana terdapat pada pemikiran kelsen di atas.
Mahkamah Konstitusi diatur secara jelas dan langsung oleh
hukum tertinggi di Indonesia yakni konstitusi. Pasal 24 ayat (2)
mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badang peradilan yang berada di
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi. Sehingga dari Pasal 24 ayat (2) di atas dapat
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dimaknai bahwa terdapat dua Mahkamah atau badan peradilan
tertinggi di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah
Konstitusi.

Jimly Asshiddiqgie, berpendapat bahwa kedua lembaga
peradilan tersebut memang harus dipisah karena pada
hakikatnya kedua lembaga tersebut secara prinsip memang
berbeda. Mahkamah Agung cenderung berorientasi dalam
penegakan keadilan (Court of justice), sedangkan Mahkamah
Konstitusi lebih mengarah kepada penegakan hukum. Dalam
formulasinya Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai
pengawal konstitusi (The Guardian of The Constitution) yang
diejewantahkan melalui 4 (Empat) kewenangan dan 1 (satu)
kewajiban yang dimilikinya. Dengan adanya fungsi Mahkamah
Konstitusi tersebut juga membawa Mahkamah Konstitusi
memiliki fungsi yang lain, di antaranya sebagai penafsir
konstitusi, pengawal demokrasi, pelindung hak-hak konstitusi
warga negara dan pelindung hak asasi manusia. Mahkamah
Konstitusi dibentuk dengan tujuan agar Konstitusi atau UUD
1945 sebagai kesepakatan sosial bangsa Indonesia dijalankan
dengan sungguh-sungguh dan ditegakkan dalam kegiatan
penyelenggaraan negara.

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi
ini merupakan perwujudan dari penerapan prinsip checks and
balances yang meletakkan semua lembaga tinggi negara dalam
kedudukan yang setara, sehingga dapat saling kontrol dan
saling menyeimbangi dalam menjalankan kewenangan masing-
masing lembaga. Sebagai wujud dari fungsi pengawal dan
penafsir final konstitusi maka konsekuensi logisnya adalah
putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku
final. Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut



merupakan objek penelitian dalam skripsi ini, yaitu Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XI1/2014 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
menjadi Undang-Undang.

Selain fungsi, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki
oleh Mahkamah Konstitusi, terdapat hal menarik yang menjadi
pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu tentang Hakim
Konstitusi. Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa
Mahkamah Konstitusi memiliki sembilan orang hakim
konstitusi yang diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh
Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Dalam pengajuan
calon hakim konstitusi, Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan
Rakyat, dan Presiden wajib memperhatikan ketentuan Pasal 19
Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pasal ini mengatur
bahwa pencalonan Hakim Konstitusi harus dilakukan secara
transparan dan partisipatif. Penjelasan mengenai ketentuan ini
menyatakan bahwa calon hakim konstitusi perlu dipublikasikan
melalui media cetak dan elektronik, agar masyarakat dapat
memberikan masukan terkait calon tersebut. Proses seleksi,
pemilihan, dan pengajuan Hakim Konstitusi harus
dilaksanakan dengan objektif dan akuntabel, dan dapat diatur
oleh masing-masing lembaga.

Sifat putusan yang dapat dikeluarkan oleh Mahkamah
Konstitusi dalam memutus suatu perkara adalah final (putusan
yang bersifat mengakhiri). Lebih lanjut hukum acara
Mahkamah Konstitusi menyebutkan secara eksplisit bahwa
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setiap putusan Mahkamah tersebut adalah final dan mengikat
(final and binding). Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk
dalam jenis putusan declaratoir constitutif. Artinya putusan
Mahkamah hanya menyatakan apa yang menjadi hukum tetapi
bukan melakukan penghukuman. Putusan Mahkamah tersebut
juga dapat menyatakan hilangnya kekuatan mengikat suatu
norma atau menyatakan ketiadaan suatu norma sehingga
menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Hal tersebut
merupakan konsekuensi logis dari putusan Mahkamah
Konstitusi yang bersifat declaratoir constitutif.

Permasalahan yang timbul adalah ketika putusan yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bukan menyelesaikan
permasalahan namun menimbulkan permasalahan baru. Dalam
memutus, memeriksa dan mengadili suatu perkara, Hakim
Konstitusi yang merupakan makhluk sosial tentu memiliki
kekurangan dan kelebihan sehingga terdapat faktor-faktor yang
mempengaruhi suatu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal
dan faktor eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang ada pada diri hakim
sendiri, mulai dari segi intelektualitas hakim, kecakapan,
kontrol emosional yang mapan, pendidikan dan kesejahteraan
hakim. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang
mempengaruhi proses penyelenggaraan peradilan atau faktor
yang berada di luar diri hakim. Faktor eksternal yang
berpengaruh tersebut dapat berupa: adanya intervensi terhadap
jalannya proses persidangan, hubungan hakim dengan penegak
hukum lainnya, adanya tekanan bagi hakim dari suatu kekuatan
yang berada di dalam maupun di luar lembaga kekuasaan



kehakiman, faktor kesadaran hukum para pihak, dan faktor

politik.

C. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Pasal 24C
o Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan

kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang
menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak
merangkap sebagai pejabat Negara. (Pasal 24C (5)
Mempunyai Sembilan orang anggota Hakim
Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang
diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga
orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden (Pasal
24C (3)

Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi:

1.

Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang- Undang Dasar, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C]

Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden Undang-Undang
Dasar [Pasal 24C]



Komisi Yudisial Pasal 24B
o Anggota Komisi Yudisial harus ~mempunyai

pengetahuan dan pengalaman di bidang Hukum serta
memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
[Pasal 24B (2)]

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan
oleh Presiden dengan persetujuan DPR [Pasal 24B

3]

Wewenang Komisi Yudisial:

1.

Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung [Pasal 24B
(D]

2. Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku Hakim [Pasal 24B (1)]

D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Pasal 24c¢
UUD 1945

Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945:

1.

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
Negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik,
dan memutus'perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan



pelanggaraan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
menurut Undang-Undang Dasar.

E. Permohonan Pengujian Undang-Undang
Pasal 4 Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman Beracara
Dalam perkara Pengujian Undang-Undang:

1. Permohonan pengujian Undang Undang meliputi
pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

2. Pengujian materiil adalah pengujian Undang Undang
yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian Undang Undang 1945.

3. Pengujian formulir adalah pengujian Undang Undang
yang berkenaan dengan proses pembetukan Undang
Undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk
pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat

Q).

F. Legal Standing dan Posita Pengujuan Undang-Undang

Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:

1. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak
dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan
oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

a. Perorangan warga Negara Indonesia;

b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-
Undang;

c. Badan Hukum public atau privat; atau

d. Lembaga Negara



2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam
permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan
konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)

3. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas
bahwa :

a. Pembentukan Undang-undang tidak memenuhi
ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Repulik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

b. Materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian
Undang-Undang dianggap bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945.

G. Hak Konstitusional
Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-
I11/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-
V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta PMK No. 2 Tahun
2021 tentang Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51
ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi harus
memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu :
a. Adanya hak dan/atau kewenangan Kkonstitusional
pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh
Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya
Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
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c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional
tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual
atau setidak-tidaknya potensial yang menurut
penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verban) antara
kerugian yang dimaksud dan berlakunya Undang-
Undang yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya
permohonan, maka  kerugian hak  dan/atau
kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan
tidak akan atau tidak lagi terjadi.

H. Pengajuan Permohonan
Permohonan yang diajukan dalam perkara pengujian
Undang-Undang harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Ditulis dalam Bahasa Indonesia
Ditandatangani oleh pemohon/kuasanya.
Diajukan dalam 12 rangkap.
Jenis Perkara.
Sistematika :

Nk

a. Identitas dan legal standing;
b. Posita;
c. Petitum.
6. Disertai bukti pendukung.
Khusus untuk perkara Perselisiahn Hasil Pemilu diajukan
paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan hasil
pemilu.

I. Pendaftaran Permohonan
1. Pemeriksaan kelengkapan permohonan oleh panitera.
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o Belum lengkap : diberitahukan
o 7 hari sejak diberitahu, wajib dilengkapi
o Lengkap
2. Registrasi sesuai perkara.
3. 7 hari kerja sejak registrasi untuk perkara.
a. Pengujian Undang-Undang:
o Salinan permohonan disampaikan kepada
Presiden dan DPR.
o Permohonan diberitahukan kepada Mahkamah
Agung.
b. Sengketa kewenangan lembaga Negara :
o salinan permohonan disampaikan kepada
lembaga Negara termohon.
c. Pembubaran partai politik :
o Salinan permohonan disampaikan kepada partai
politik yang bersangkutan.
d. Pendapat DPR :
o Salinan permohonan disampaikan kepada
Presiden.

J. Penjadwalan Sidang
o Dalam 14 hari kerja setelah registrasi ditetapkan Hari
Sidang Pertama (kecuali perkara Perselisthan Hasil
Pemilu)
o Para pihak diberitahu/dipanggil
Diumumkan kepada Masyarakat.
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K. Pemeriksaan Pendahuluan
o Dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Panel Hakim yang sekurangkurangnya terdiri atas 3
(tiga) orang Hakim Konstitusi. (Pasal 10 ayat (1) PMK
Nomor 06/PMK/2005)
Dilakukan dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.
(pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005)
1. Sebelum pemeriksaan pokok perkara, memeriksa :
v" Kelengkapan syarat-syarat Permohonan.
v" Kejelasan materi Permohonan.
2. Memberi nasehat
v" Kelengkapan syarat-syarat Permohonan.
v" Perbaikan materi Permohonan.
3. 14 hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki.

L. Pemeriksaan Persidangan

1.
2.
3.

Terbuka untuk umum.

Memeriksa permohonan dan alat bukti.

Para pihak hadir menghadapi sidang guna memberikan
keterangan.

Lembaga Negara dapat diminta keterangan, Lembaga
Negara dimaksud dalam jangka waktu 7 hari wajib
memberi keterangan yang diminta.

Saksi dan/atau ahli memberi keterangan.

Pihak-pihak dapat diwakili kuasa, didampingi kuasa
dan orang lain.

Pemeriksaan permohonan pengujian Undang Undang

terhadap UUD 1945 dilakukan dalam sidang terbuka untuk
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umum, kecuali rapat Permusyawaratan Hakim. (Pasal 2 PMK
Nomor 06/PMK/2005).

M. Pembuktian
Pembuktian dibebankan kepada Pemohon (Pasal 18 ayat
(1) PMK Nomor 06/PMK/2005). Alat Bukti ialah :

a.

I N

Surat atau tulisan;

Keterangan saksi;

Keterangan ahli;

Keterangan para pihak;

Petunjuk;dan

Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,
dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik
dengan alat optic atau yang serupa dengan itu. (Pasal
36 Ayat (1) Undang Undang Mahkamah Konstitusi).

N. Isi Putusan

Putusan harus membuat sekurang-kurangnya :

a.

/o

= o
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Kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”;

Identitas pemohon;

Ringkasan permohonan yang telah diperbaiki;
Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam
persidangan;

Pertimbangan Hukum yang menjadi dasar putusan;
Amar putusan;

Pendapat berbeda dari Hakim Konstitusi;dan

Hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan
Hakim Konstitusi, serta Panitera.



(Pasal 48 ayat (2) Undang Undang Mahkamah Konstitusi
dan Pasal 33 PMK Nomor 06/PMK/2005)

O. Amar Putusan
o PASAL 56

1.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa
pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan
Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan
tidak dapat diterima.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa
permohonan beralasan, amar putusan menyatakan
permohonan dikabulkan.

Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi
menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal,
dan/atau  bagian dari Undang-Undang yang
bertentangan dengan Undangundang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal pembentukan Undang-Undang dimaksud
tidak memenuhi ketentuan pembentukan Undang-
Undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan
menyatakan permohonan dikabulkan.

. Dalam hal Undang-Undang dimaksud tidak

bertentangan dengan Undangundang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai
pembentukan maupun materinya sebagian atau
keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan
ditolak.
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o PASAL 57

1.

Putusan ~ Mahkamah  Konstitusi yang amar
putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat,
passal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan
dengan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal
dan.atau bagian Undang-Undang tersebut tidak
mempunyai kekuatan Hukum mengikat.

Putusan ~ Mahkamah  Konstitusi yang amar
putusannya menyatakan bahwa pembentukan
Undang-Undang  dimaksud tidak  memenuhi
ketentuan pembentukan Undang-Undang
berdasarkan ~ Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
tersebut tidak mempunyai kekuatan Hukum
mengingat.

. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan

permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara
dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak putusan diucapkan.

o PASAL 59

Putusan Mahkamah  Konstitusi mengenaai

pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945

disampaikan kepada DPR, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Mahkamah Agung.



@)

PASAL 39 PMK Nomor 06/PMK/2005

Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap sejak
selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka
untuk umum. PASAL 58.

Undang-Undang yang diuji oleh Mahkamah
Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang
menyatakan ~ bahwa  Undang-Undang  tersebut
bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

P. Tanggungjawab dan Akuntabilitas
Pasal 14 UU 24/2003. Masyarakat mempunyai akses
untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi.

Q. Kesimpulan

1.

Usul perubahan pasal-pasal Undang-undang Dasar
dapat  diagendakan  dalam  sidang  Majelis
Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh
sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat.

Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang
Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan
jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta
alasannya.

. Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang dasar,

Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat
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Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang
Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-
kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota
dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat.

Putusan mempunyai kekuatan Hukum tetap sejak
selesai diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka
untuk umum.

. Undang-Undang vyang diuji oleh Mahkamah

Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang
menyatakan ~ bahwa  Undang-Undang  tersebut
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian
Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan
kepda DPR. Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan
Mahkamah Agung.



BAB Il
HUKUM ACARA SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

A. Kontroversi Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Sejalan dengan sistem demokrasi perwakilan, maka
secara kelembagaan perlu ada badan perwakilan rakyat daerah
yang dibentuk secara  demokratik. Demikian pula
penyelenggaraan pemerintahannya harus dijalankan secara
demokratik yang meliputi tata cara penunjukan pejabat,
penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan
lain-lain. Mekanisme pemerintahan harus dilakukan dengan
tata cara yang demokratik pula.

Adanya organ politik dalam pelaksanaan otonomi daerah
membawa perlunya akses masyarakat terhadap mekanisme
pengisian jabatannya. Memang selama ini dapat dilalui dengan
demokrasi perwakilan. Tetapi nilai demokrasi tersebut masih
perlu dibuka luas lagi dalam demokrasi langsung pada
pengisian jabatan politik.

Gagasan demokratisasi pemerintahan dan pergulatan
kedaulatan rakyat semakin mendapatkan tempat dengan adanya
gagasan untuk pemilihan langsung pimpinan daerah. Gagasan
pemilihan langsung kepala daerah inipun secara formal baru
terealisasi pada tahun 2004 dan baru dilaksanakan pada 2005.3
Semangat dilaksanakannya Pemilukada langsung adalah
koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan)
di era sebelumnya, dimana Kepala daerah dan Wakil Kepala
Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar
langsung pada pilihan rakyat (pemilih).

19



Undang-Undang Dasar (UUD 1945) pasal 18 ayat 4
menegaskan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-
masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, kabupaten, dan
Kota dipilih secara demokratis”. Rumusan pasal tersebut dapat
ditarik beberapa kesimpulan bahwa:5 a) UUD 1945 tidak
mengharuskan Kepala Daerah dipilih secara langsung, dan
calon Kepala Daerah juga tidak harus berasal dari partai politik
atau gabungan partai politik; b) frasa “dipilih secara
demokratis” tidaklah dapat ditafsirkan bahwa rekrutmen
pasangan calon menjadi kewenangan mutlak partai politik
sebagai salah satu lembaga yang berfungsi melakukan
rekrutmen politik dalam pengisian jabatan publik melalui
mekanisme yang demokratis; ¢) rumusan Pasal 18 ayat 4 UUD
1945 amandemen kedua Tahun 2000 dapat ditafsirkan sama
dengan tata cara dan prosedural pemilu sebagaimana
dinyatakan dalam beberapa pasal amendemen ketiga Tahun
2001. Artinya, pemilukada secara langsung, khususnya
lembaga yang memiliki kewenangan melakukan rekrutmen
calon Kepala daerah adalah lembaga yang juga menjadi
penanggung jawab pelaksanaan pemilu yaitu Komisi Pemilihan
Umum; d) Pasal 18 ayat 4 hanya mengharuskan yang dipilih
secara demokratis adalah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati,
dan Walikota). Dengan kata lain Wakil Kepala Daerah (Wakil
gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota) tidak harus
dipilih satu paket dengan Kepala Daerah. Ketentuan ini juga
dapat ditafsirkan bahwa posisi wakil kepala daerah
sesungguhnya dapat dihilangkan dalam sistem pemerintahan
daerah.

Jika kita menelaah risalah sidang MPR yang
merumuskan pasal 18 ayat 4 UUD 1945, para pembentuk

20



undang-undang dasar memang menyepakati bahwa pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota dilakukan dengan demokratis,
tetapi di sisi lain adanya keinginan dari para pembentuk
undang-undang dasar untuk memberi ruang bagi para
pembentuk undang-undang agar mengatur pemilukada lebih
lanjut sesuai dengan kondisi keragaman daerah dengan situasi
serta kondisi asalkan tidak bertentangan dengan prinsip
demokrasi.

Dalam risalah rapat panitia Ad Hoc I, pemikiran dari
fraksi PPP yang melatar belakangi dicantumkannya frase
“dipilih secara demokratis” antara lain sebagai berikut:

”Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara
langsung oleh rakyat, yang selanjutnya diatur oleh
Undang-Undang, hal ini sejalan dengan keinginan
kita untuk pemilihan Presiden juga dipilih secara
langsung”.7 “... keempat, karena Presiden itu
dipilih langsung, maka pada pemerintahan daerah
pun Gubernur, Bupati, dan Walikota itu dipilih
langsung oleh rakyat.

Merujuk pada risalah rapat tersebut, dapat disimpulkan
bahwa latar belakang dan maksud tujuan pembentuk Pasal 18
ayat 4 UUD 1945 adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota
dipilih secara demokratis adalah sama dengan pemilihan yang
dilakukan terhadap Presiden.

Penggunaan frase “dipilih secara demokratis” yang untuk
kemudian ditafsirkan pemilukada secara langsung pernah
dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan
No. 072-073/PUU-1I/2004.

Menurut keterangan saksi Patrialis Akbar dan Lukman
hakim Saifuddin (Panitia Ad Hoc I MPR) yang membahas
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amandemen Pasal 18 UUD 1945, dalam persidangan judicial
review UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjelaskan bahwa:

22

“Latar belakang pemikiran rumusan Pasal 18 ayat 4
saat itu adalah bahwa sistem pemilihan yang akan
diterapkan disesuaikan dengan perkembangan
masyarakat. Masyarakat mempunyai pilihan
apakah akan menerapkan sistem perwakilan
(pemilihan dilakukan oleh DPRD) atau pemilihan
dilakukan secara langsung (pemilihan dilakukan
langsung oleh rakyat). Tujuannya adalah agar ada
fleksibilitas bagi masyarakat dalam menentukan
sistem pemilihan kepala daerah. Hal itu terkait erat
dengan penghargaan konstitusi terhadap keragaman
adat istiadat dan budaya masyarakat di berbagai
daerah yang berbeda-beda. Baik sistem pemilihan
secara langsung, maupun sistem pemilihan secara
tidak langsung sama-sama masuk pada kategori
sistem yang demokratis.berdasarkan 2 (dua)
pandangan ini, untuk kemudian disepakati
menggunakan frasa “demokratis”. Dalam artian
karena pada ayat selanjutnya, yakni pada ayat (7)
Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan susunan dan tata
cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur
dalam Undang-Undang, Undang-undanglah yang
nantinya akan menentukan apakah pemilihan
kepala daerah itu dilakukan secara langsung oleh
rakyat atau sebagaimana sebelumnya dilakukan
oleh DPRD, yang terpenting prinsip dasarnya
adalah demokratis”



Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menafsirkan
frasa ‘dipilih secara demokratis” maksudnya adalah memberi
kewenangan  kepada pembuat UndangUndang untuk
mempertimbangkan cara yang tepat dalam Pemilukada.
Sekalipun pemilihan secara langsung telah diterapkan untuk
memilih Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6A
UUD 1945, hal ini tidak dapat diartikan bahwa pemilukada
secara langsung menjadi satu-satunya cara untuk memaknai
frasa “dipilih secara demokratis” yang dimuat dalam Pasal 18
ayat 4 UUD 1945.

Dalam hal ini Taufiqurrahman Syahuri mengatakan
bahwa, rumusan “dipilih secara demokratis” dalam ketentuan
pemilukada juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilukada
di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa
sebagaimana yang dimaksud Pasal 18B ayat (1) UUD 1045
yang berbunyi” Negara mengakui dan menghormati satuan-
satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”.

Menurut Suharizal maksud dan tujuan pembentukan
Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang mengatur bahwa Gubernur,
Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis adalah tidak
harus sama dan dapat juga disamakan dengan pemilihan yang
dilakukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Maka
pengertian dipilih secara demokratis dapat ditafsirkan sama
dengan tata cara pemilihan yang dilakukan terhadap Presiden
dan Wakil Presiden seperti yang tercantum dalam BAB VIIB
Pasal 22E UUD 1945 tentang Pemilihan Umum.

Meskipun UUD 1945 hanya menyebut pemilihan kepala
daerah dipilih secara demokratis, pembentuk Undang-Undang
akhirnya menyejajarkan tata cara pengisian kepala daerah
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dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena itu,
makna “dipilih secara demokratis” dipersempit menjadi dipilih
secara langsung.

Beberapa pertimbangan penting penyelenggaraan Pilkada
langsung adalah sebagai berikut; Pertama, Pilkada langsung
merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena
Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, bahkan Kepala Desa
selama ini telah dilakukan secara langsung. Tuntutan
masyarakat menjadi  bagian  penting yang  harus
diakomodasikan untuk memilih sendiri sesuai dengan
aspirasinya, seorang kepala daerah yang benar-benar sesuai dan
bisa memimpin daerahnya. Kedua, Pilkada langsung
merupakan perwujudan UUD 1945. Seperti diamanatkan Pasal
18 ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati dan Walikota,
masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi,
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketiga, Pilkada
langsung dipandang sebagai sarana pembelajaran demokrasi
(politik) bagi rakyat (civics education). Keempat, Pilkada
langsung dipandang sebagai sarana untuk memperkuat otonomi
daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya ditentukan
oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang
dihasilkan melalui Pilkada, maka komitmen pemimpin lokal
untuk meningkatkan masyarakat yang menjadi tujuan otonomi
daerah dapat diwujudkan. Kelima, Pilkada langsung
merupakan  sarana  penting bagi  proses  kaderisasi
kepemimpinan nasional.

Di era Reformasi ini kita menerapkan pemilihan Presiden
dan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Pada
pemilihan kepala daerah, banyak sekali catatan hitam yang
mewarnai proses Pilkada, mulai dari money politics hingga
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bentrok antar-pendukung yang memakan banyak korban jiwa.
Tidak heran jika kini banyak pihak yang menggugat sistem
Pilkada agar sistem pemilihan langsung semacam itu ditinjau
ulang. Pilkada langsung yang ’mahal’ ini bukanlah demokrasi
ideal yang kita impikan bersama. Pilkada langsung dengan cara
politik uang sebenarnya tidak lebih dari sebuah ‘demokrasi
teatrikal’, pseudo demokrasi atau facade democracy yang tidak
banyak manfaatnya karena tidak berkualitas dan tidak banyak
bermanfaat untuk perbaikan bangsa ke depan.l15Mestinya,
ketika demokrasi berjalan pasca-otoritarianisme, maka ia
‘harus’ dan bahkan ‘wajib’ memberikan kesejahteraan atau
kebaikan bersama dengan serta merta kepada warga
masyarakat.

Kecenderungan  masyarakat untuk  mengapresiasi
pelaksanaan pemilukada juga semakin menurun. Dalam
berbagai penelitian, ditemukan fakta mengenai antusiasme
masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilukada yang
cenderung semakin berkurang atau menurun. Meskipun tidak
ada ukuran pasti mengenai berapa persen jumlah partisipasi
masyarakat agar Pemilukada dikatakan tinggi tetapi fakta
penurunan partisipasi masyarakat menunjukkan adanya
persoalan dalam penyelenggaraan Pemilukada.

Terdapat sekurang-kurangnya 4 (empat) penyebab
menurunnya partisipasi masyarakat dalam Pemilukada.
Pertama, masyarakat secara sadar memang tidak mau
menggunakan hak pilihnya karena dilandasi oleh sikap apatis.
Bagi mereka, menggunakan atau tidak menggunakan hak suara
dalam Pemilukada maknanya sama: tidak memberi pengaruh
signifikan dalam keseharian hidup. Kedua, Daftar Pemilih
Tetap (DPT) yang amburadul dan tidak akurat berkontribusi
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besar melemahkan semangat masyarakat yang semula berniat
untuk berpartisipasi. Ketiga, masyarakat pemilih cenderung
lebih mendahulukan kebutuhan individualnya, seperti bekerja,
berladang, merantau atau sekolah ketimbang hadir ke TPS
untuk menggunakan hak pilihnya. Keempat, partisipasi dalam
pemilukada didorong semangat pragmatisme masyarakat.
Kalau ada kandidat yang memberi keuntungan mereka mau
berpartisipasi, kalau tidak maka tidak perlu berpartisipasi.

Menyikapi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) langsung yang semakin banyak mendapat sorotan
dari berbagai kalangan, DPR berupaya merevisi undang-
undang pilkada. Isu utama yang berkembang adalah banyaknya
dampak negatif Pilkada langsung, antara lain politik uang,
konflik sosial, dan keberpihakan penyelenggara. Akhirnya,
Pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang korup dan
pemerintah bayangan (shadow government) oleh tim sukses,
yang justru lebih berkuasa. Lalu timbul pertanyaan, apa yang
salah dari Pilkada langsung? Apakah budaya politiknya, desain,
atau teknis penyelenggaraan? Pilkada langsung diadopsi dari
masyarakat yang menerapkan demokrasi liberal yang
mensyaratkan adanya kebebasan memilih. Memilih adalah hak
individu, bukan kewajiban. Pilkada langsung bersifat
kompetitif dan fair. Apakah kondisi masyarakat kita memenuhi
persyaratan itu?

Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) menilai pemilihan
kepala daerah secara langsung sebagai hasil reformasi yang
diharapkan membawa kebaikan ternyata di dalam praktiknya
banyak menimbulkan kerusakan sehingga patut
dipertimbangkan untuk dihentikan.19Untuk itu, Musyawarah
Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes)
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Nahdlatul Ulama (NU) merekomendasikan penghapusan
pilkada langsung, baik untuk memilih Gubernur maupun
Bupati/Wali Kota.

Reaksi terhadap wacana pemilihan kepala daerah oleh
DPRD terus bermunculan. Di antaranya adalah, Direktur
Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
(Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa, wacana tersebut
adalah wacana yang mengingkari semangat dan tujuan besar
proses demokratisasi di Indonesia, yaitu meningkatkan
keterlibatan dan partisipasi masyarakat sebesar-besarnya,
menguatkan transparansi proses politik dan ketatanegaraan.
Alasan mahalnya ongkos politik penyelenggaraan pemilukada
adalah alasan yang tidak bisa menjustifikasi pemilihan
gubernur oleh DPRD. Belum ada penelitian ilmiah yang bisa
memastikan bahwa biaya pemilihan gubernur oleh DPRD jauh
lebih efisien dari pada pemilukada langsung. Tidak ada yang
bisa menjamin bahwa ongkos politik ‘’tidak resmi’
untuk ‘membeli perahu’ partai di DPRD jauh lebih sedikit
ketimbang penyelenggaraan pemilihan langsung oleh rakyat.

Sistem yang dihasilkan era Reformasi ini terbukti
menimbulkan kerusakan dan patut untuk dihentikan.
Pendidikan politik dan demokrasi yang diperoleh masyarakat
bukanlah pendidikan yang baik dan bermoral, melainkan justru
pendidikan yang tidak sehat, dimana pemilihan langsung
diharapkan =~ memunculkan ~ pemimpin-pemimpin  yang
berkualitas namun kenyataannya malah sebaliknya, karena
sistem ini memunculkan cara-cara kapitalis yang transaksional
sehingga tidak akan terjadi hubungan yang sinergis antara
Rakyat dengan Pemimpin. Pemimpin yang dihasilkan oleh
sistem pemilihan secara langsung tidak akan bertanggung
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jawab terhadap rakyat karena mereka merasa telah membeli
suara Rakyat dan rakyat tidak bisa melakukan kontrol sosial
karena mereka sudah menggadaikan idealisme nya, kondisi ini
sangat bahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pemilihan  secara  langsung  banyak = menimbulkan
“kemadlorotan” atau kerugian di dalam pelaksanaannya seperti
konflik sosial, memecah belah kerukunan keluarga,
mengakibatkan suap dan berujung korupsi, sehingga tanpa
mengurangi arti demokrasi, Pemilihan langsung sudah saatnya
dihentikan dan pimpinan daerah dipilih para wakil rakyat,
dengan demikian rakyat bisa bekerja lebih produktif tanpa
disibukkan oleh pemilihan langsung yang banyak memakan
korban dan jelas-jelas bertentangan dengan demokrasi
Pancasila.

Meskipun Pemilukada langsung banyak mendapat
kritikan dari berbagai pihak, UU No. 1 Tahun 2015 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tetap menggunakan
sistem pemilihan secara langsung untuk memilih Gubernur,
Bupati, dan Walikota.

Mengapa sebagian kalangan masih tetap menginginkan
kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung. Hal ini,
antara lain karena pengalaman menunjukkan bahwa selama ini
keinginan DPRD acap tidak sinkron secara aspirasi dengan
rakyatnya. Selanjtunya, dalam sistem demokrasi posisi tinggi
kedaulatan rakyat harus didahulukan dan aspirasi rakyat tidak
boleh direduksi oleh lembaga manapun. Kedaulatan rakyat
itulah diwujudkan melalui pilkada langsung selama lima tahun
sekali. Melalui pilkada langsung, disamping mewujudkan
aspek demokrasi yang deliberatif juga menandakan bahwa
rakyat tidak sedang membeli “kucing dalam karung”.
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Presiden Jokowi juga pernah menegaskan bahwa jika
pilkada langsung diganti dengan pilkada tidak langsung, rakyat
seakan-akan diikat untuk menonton panggung politik, di mana
rakyat diasingkan dari hak-haknya berdemokrasi. Pernyataan
presiden tersebut, mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak
ingin mencederai proses demokrasi yang selama ini dibangun.
Pesan utamanya adalah bahwa mengembalikan pilkada
langsung oleh rakyat ke sistem pilkada melalui mekanisme
pemilihan oleh anggota DPRD, mencederai amanat kedaulatan
rakyat dan tuntutan reformasi. Rakyat dalam konteks pilkada
merupakan pemegang kedaulatan.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam
Penyelesaian Sengketa Pilkada

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa penyelesaian
sengketa pilkada diserahkan melalui proses hukum di
Mahkamah Agung di satu sisi. Sementara, di sisi lain putusan
sengketa pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung di
beberapa daerah menuai kontroversi. Sebagai contoh, putusan
sengketa Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel), Maluku Utara
(Malut) dan pilkada Depok yang berbuntut kontroversi tersebut
menunjukkan ketidakjelasan putusan hukum yang dikeluarkan
oleh Mahkamah Agung (MA). Padahal putusan itu seharusnya
mencerminkan penyelesaian terakhir sengketa pilkada.

Harapan adanya putusan hukum yang mengikat dan bisa
dihormati semua pihak yang bersengketa nampaknya sulit
dicapai. Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan
dilakukannya pilkada ulang atau perhitungan ulang hasilnya
digugat lagi. Tentu saja persoalan akan bertambah runyam.
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Wajar apabila banyak orang yang menggugat putusan MA. Hal
ini yang menyebabkan tingkat kepercayaan publik terhadap
MA agak rendah, dan banyak pihak yang berkeinginan agar
penyelesaian sengketa pilkada dialihkan kepada Mahkamah
Konstitusi.

Setelah lahirnya UU No. 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, telah memungkinkan MK
untuk memutus perselisihan hasil pilkada. Hal ini disebabkan
karena adanya perubahan rezim pilkada menjadi rezim pemilu.
Permasalahannya adalah apa konsekuensi yuridis perubahan
rezim pilkada menjadi rezim pemilu?

Adanya Perubahan Ketiga UUD 1945 telah melahirkan
lembaga baru yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman,
yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang
ketatanegaraan dalam rangka menjaga Kkonstitusi agar
dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan
kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Pasal 24C ayat (1)
UUD 1945 Perubahan menegaskan bahwa “Mahkamah
Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum”. Demikian juga Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
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menyatakan bahwa salah satu kewenangan konstitusional
Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.

Melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum, terminologi pemilihan kepala daerah
dirubah menjadi pemilihan umum kepala daerah. Bab I Pasal 1
UU No. 22 tahun 2007 mempunyai maksud bahwa Pemilu
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk
memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah secara
langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk
memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara
langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.”

Apabila pemilihan kepala daerah masuk rezim pemilu
maka penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah
menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan
Pasal 24C ayat (1) Perubahan UUD 1945. Persoalannya, UU
No 32 tahun 2004 masih mengatur perselisihan hasil pilkada
menjadi kewenangan Mahkamah Agung sehingga perlu adanya
regulasi lebih lanjut untuk mempertegas pengaturan mengenai
sengketa hasil pemilihan kepala daerah.
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Melalui UU No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Atas
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sengketa
pilkada telah dialihkan dari MA ke MK. Peralihan locus
penyelesaian sengketa tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal
236C yang menyatakan bahwa ‘“Penanganan sengketa hasil
penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah
Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-
Undang ini diundangkan.”

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung
dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah
menandatangani  Berita Acara Pengalihan = Wewenang
Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No.15 tahun
2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada pertimbangan huruf a
menegaskan bahwa, salah satu kewenangan MK adalah
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, termasuk
hasil pemilihan kepala daerah. Demikian juga dalam
pertimbangan huruf b menyatakan bahwa, penanganan
sengketa penghitungan suara pemilihan kepala daerah
dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi
memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pelaksanaan
Pemilukada tidak melanggar asas konstitusional Pemilu yang
Luber dan Jurdil. Karena itu, dalam persidangan, MK tidak
hanya  memeriksa  perbedaan  penghitungan  hasil
Pemilukadatapi juga memeriksa dan mempertimbangkan
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pada saat pelanggaran
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mencederai dan merusak asas luber dan jurdil, MK memiliki
kewajiban konstitusional untuk meluruskannya. Hal inilah
yang mendasari perkembangan putusan MK untuk perkara
perselisihan hasil Pilkada.

C. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah
Putusan Mahkamah Konstitusi

Jika ditelaah nampak bahwa keputusan MK yang
mencabut kewenangannya sendiri dalam menangani sengketa
Pilkada, telah mengakomodir keinginan beberapa pihak yang
memang menginginkan penyelesaian sengketa Pilkada
dikembalikan ke MA. Hal ini dapat kita lihat dalam RUU
Pilkada Pasal 30 ayat (1) yang menegaskan bahwa, calon
gubernur-calon wakil gubernur (cagub-cawagub) yang merasa
dirugikan atau mempunyai bukti awal adanya dugaan politik
yang terjadi sebelum, selama, dan setelah pemilihan,dapat
mengajukam keberatan ke Mahkamah Agung.

Usulan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang
ingin mengembalikan penyelesaian sengketa Pilkada dari
Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung yang tertuang
dalam Draft RUU Pilkada tersebut banyak memperoleh
tanggapan dari berbagai kalangan. Misalnya, pakar hukum tata
negara Universitas Khairun Ternate, Margarito Kamis,
menyatakan, usulan Kemendagri itu justru bisa merusak
tatanan konstitusi. Menurutnya, draf yang dibuat Kemendagri
tersebut dinilai mempermainkan hukum tata negara yang sudah
tersusun rapi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan
berbagai UU lainnya dalam penyelesaian sengketa pilkada. Jika
penyelesaian sengketa Pilkada dipindah dari MK ke MA akan
mengubah banyak UU yang berkaitan dengan pilkada dan itu
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akan merusak  konstitusi. Tindakan itu  merupakan
inkonstitusional, di mana terdapat beberapa UU apalagi yang
dipakai pemerintah sebagai bahan rujukan untuk wusulan
tersebut. Margarito juga mengatakan, usulan itu justru
menunjukkan bahwa pembuat UU tidak konsisten dan
membuat hanya berdasarkan selera politik penguasa tanpa
memikirkan desain penegakan demokrasi dan hukum.

Hal senada diungkapkan pakar hukum tata negara Irman
Putra  Sidin. Menurutnya, wusulan Kemendagri itu
inkonstitusional sebab MK adalah lembaga yang memiliki
kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pilkada. Pemilu
dipilih rakyat, sengketanya diselesaikan di MK, bukan di MA.
Sedangkan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas
Indonesia (UI) Yusril Thza Mahendra mengatakan, tidak
mempermasalahkan kewenangan sengketa pilkada dipindahkan
ke MA. Namun, hal itu bergantung perangkat hukum yang
berkaitan dengan pilkada. Jika hal ini diterapkan, akan
mengubah semua UU yang berkaitan dengan pilkada.
Semuanya tergantung kepada perangkat hukum yang akan
digunakan apakah siap ataukah tidak jika akan dipidah ke MA.
Mantan menteri hukum dan HAM ini mengatakan, UU yang
perlu diubah salah satunya UU No. 12 Tahun 2008, di dalam
UU ini dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa pemilu di
selesaikan oleh MK, bukan di MA seperti yang tercantum
dalam UU 32 Tahun 2004 tentang Pemda.

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi
Indonesia (Sigma), Said Salahudin meminta DPR menolak
usulan dikembalikannya penanganan sengketa hasil Pilkada
dari Mahkamah Konstitusi ke Mahkamah Agung oleh
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tidakan itu
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mempermainkan lembaga peradilan, sistem hukum jangan
dibuat eksperimen. Sebab itu merupakan bentuk penghinaan
terhadap lembaga MK itu. Said Salahudin meminta DPR harus
memperhatikan adanya persoalan di tubuh MA. Lembaga ini
terus mendapatkan sorotan publik terkait profesionalismenya
dalam menangani berbagai perkara yang masuk. Belum lagi
menyangkut mafia peradilan berikut hakim-hakimnya yang
terlibat berbagai kasus tindak pidana korupsi. Ada persoalan
kepercayaan yang belum tuntas dari publik terhadap
profesionalitas MA. Mafia peradilan dan hakim-hakimnya
yang terlibat kasus korupsi dan persoalan hukum lainnnya.
Masyarakat belum percaya kepada MA untuk bisa memproses
sengketa hasil pilkada secara adil.

Rahmat Yuliadi Nasir menegaskan bahwa, kewenangan
sengketa Pilkada agar tetap menjadi kewenangan MK dan tidak
perlu dipindah ke MA. Ada beberapa alasan kewenangan agar
tetap di MK. Pertama, soal kewenangan MK sudah cukup
memiliki kewenangan untuk sengketa Pilkada dan sudah
berpengalaman sejak 2008. Hanya 1-2 perkara Pilkada saja
yang tidak diterima MK. Kedua, hal ini akan mendorong
keberlanjutan sistem, yang perlu dilakukan adalah melakukan
penataan, misalnya perpanjangan waktu penyelesaian. Ketiga,
MA sedang dalam penataan di internal, serta memiliki beban
kerja masing-masing lembaga yang tinggi. Hal itu terlihat dari
beban perkara dan penunggakan perkara yang juga cukup
tinggi.

Sementara itu, ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Husni Kamil Manik, berharap agar penyelesaian sengketa tetap
berada di tangan MK. Alasannya, jika penyelesaian sengketa
itu dikembalikan ke MA, akan menyulitkan kerja KPU. MK
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lebih efektif dalam menangani sengketa Pilkada dibanding
MA. Jika kewenangan berada di MA, KPU pusat akan sulit
mengkonsolidasikan hasil penyelesaian sengketa. Berbeda jika
semuanya di lakukan di Jakarta, KPU lebih mudah mengawasi,
mensupervisi, dan mengkonsolidasi. Jika penyelesaian di MK
akan mencegah terjadinya konflik di daerah lantaran
persidangan berada di Jakarta. Jika persidangan berada di
daerah konflik bias terjadi. Apabila persidangan dilaksanakan
di Jakarta orang daerah tidak berani ribut begitu persoalan
tuntas di MK jarang yang menolak.

Sedangkan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen),
Reydonnizar Moenek mengakui, penanganan sengketa hasil
Pemilukada di MK selama ini sudah on the track. Sebab,
prosesnya dilakukan secara transparan dan hakim-hakimnya
menutup peluang adanya transaksi di luar persidangan.
Makanya, hasilnya sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang
ada, sehingga mendapatkan apresiasi publik ketimbang MA.
Tetapi, untuk mendatangkan ratusan bahkan ribuan orang ke
Jakarta (MK) tempat dimana persidangan digelar,
membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal inilah yang
dipandang Kemendagri kurang efektif dan efisien. Berbeda
halnya dengan struktur kelembagaan MA yang berjenjang
hingga ke daerah-daerah melalui pengadilan negeri dan
pengadilan tinggi. Setiap kali pengadilan menggelar sidang
Pemilukada cukup diselesaikan di wilayah hukum tempat
Pemilukada berlangsung. Ada puluhan pengadilan tinggi di
daerah. Mereka mempunyai kantor, fasilitas yang bisa
difungsikan untuk menggelar sidang sengketa Pemilukada
dibandingkan dengan MK yang mengharuskan calon kepala
daerah dan pendukung bersidang di Jakarta.
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Berkaitan dengan hal ini, penulis setuju dengan pendapat
ketua KPU. Jika sengketa Pilkada dikembalikan ke MA dan
sidangnya diselenggarakan di kota tempat perkara tersebut
diajukan, akan membuka ruang bagi pihak yang berperkara
untuk lebih mudah memobilisasi massa dengan jumlah yang
besar. Hal ini akan memberikan kesempatan terjadinya konflik
horizontal yang lebih parah, apalagi bagi pihak yang kalah atau
tidak puas dengan putusan hakim, keadaan ini akan memicu
terjadinya demonstrasi besar-besaran di pengadilan tempat
perkara tersebut di sidangkan ketimbang jika sidangnya
diselenggarakan di Jakarta. Jika keputusan politik tetap
mengambil kebijakan sengketa Pilkada dikembalikan ke MA
dan sidangnya diselenggarakan di kota tempat perkara tersebut
maka sebaiknya hakim yang menangani sengketa Pilkada harus
dilakukan dengan “sistem silang” misalnya, jika sengketa
Pilkada terjadi di Provinsi Maluku Utara maka hakimnya harus
berasal dari provinsi yang berjauhan misalnya Provinsi
Sumatra Utara. Hal ini untuk menjegah adanya “kelancaran”
lobi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hakim yang
menangani perkara sekaligus sebagai tindakan pengaman
terhadap hakim dan anggota keluarganya.

Di samping itu, dengan adanya kabijakan politik untuk
melaksanakan Pilkada serentak hal ini akan menimbulkan
persoalan, bagaimana jika terjadi sengketa pada pelaksanaan
Pilkada serentak, tidak mungkin satu institusi memeriksa dan
memutus beratus-ratus kasus sengketa Pemilukada dalam
waktu yang bersamaan. Proses penyelesaian sengketa Pilkada
juga mempunyai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk itu,
lembaga yang dianggap paling pas menangani sengketa Pilkada
adalah Mahkamah Agung dengan mendelegasikan kepada
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Pengadilan Tinggi di tiap-tiap daerah. Jika pihak yang
berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi maka,
dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Sementara
UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota, masih menyerahkan kepada Mahkamah
Konstitusi (meski sifatnya sementara) untuk menyelesaikan
sengketa Pilkada. Untuk itu, perlu segera dibentuk peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga mana
yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.
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BAB IlI
PROSES BERACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Sejak awal pembentukannya, MK hanya diberikan tugas
konstitusional untuk mereview produk legislatif dengan batu
uji konstitusi sebagai hukum tertinggi. MK berwenang untuk
membatalkan undang- undang atau menyatakan undangundang
tidak mengikat secara hukum, sebagai kontrol eksternal dalam
proses legislasi.

Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian
materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan b
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi. Hukum acara khusus yang mengatur prosedur dan
hal-hal lain terkait dengan pengujian undang-undang di dalam
UU MK meliputi hal- hal sebagai berikut:

A. Undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian
Tidak terdapat batasan mengenai undang-undang yang
dapat dimohonkan pengujian. Namun di dalam UU MK
undang- undang yang dapat dimohonkan pengujian itu dibatasi
hanya undang-undang yang diundangkan setelah terjadinya
perubahan UUD 1945. Terhadap ketentuan ini MK dengan
putusannya Nomor 004/PUU-1/2004, berpendapat tidak sesuai
konstitusi, karena itu MK mengesampingkan. Bahkan dalam
perkembangan selanjutnya, dengan adanya permohonan kepada
MK untuk menguji pasal tersebut, ketentuan dimaksud
dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan oleh karena itu
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum
melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-
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1I/2004 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 Pasal 50 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang dan
Industri. Sejak putusan MK yang terakhir ini, maka secara
efektif tidak terdapat lagi batasan undang-undang yang dapat
dimohonkan pengujian. (Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan
Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

B. Pihak yang dapat bertindak dalam permohonan
pengujian undang-undang

Pihak yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam
permohonan pengujian undang-undang Ketentuan Pasal 51 UU
MK menegaskan bahwa dalam pengujian undang-undang yang
dapat bertindak sebagai pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau kewenangan Kkonstitusionalnya
dirugikan oleh  berlakunya undang-undang. Kerugian
konstitusional itu merupakan syarat untuk dapat bertindak
sebagai pemohon dalam pengujian undangundang (legal
standing). Di dalam praktik Mahkamah Konstitusi menetapkan
rincian ketentuan dimaksud dengan syarat- syarat sebagai
berikut: a. adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan
oleh Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa hak konstitusional
pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh
suatu undang-undang yang diuji; c. bahwa kerugian
konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik
(khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial
yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan
terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (casual verband)
antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang
dimohonkan untuk diuji; e. adanya kemungkinan bahwa
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dengan  dikabulkannya  permohonan, maka kerugian
konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi,
Tentang yang dimaksud dengan pihak itu siapa, Pasal 51 UU
MK tersebut merincinya secara limitatif sebagai berikut:

a) perorangan warga negara Indonesia;

b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
diatur dalam undang-undang;

c) badan hukum publik atau privat; atau

d) lembaga negara. Khusus tentang perorangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut, MK
dalam PMK tersebut me]nambahkan termasuk
kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang
sama.

Dengan adanya ketentuan mengenai syarat-syarat (legal
standing) tersebut, maka di dalam permohonannya pemohon
mesti menguraikan secara rinci dan jelas tentang kategori atau
kualifikasinya sebagai pihak. Misalnya, sebagai perorangan
atau kelompok orang, kesatuan masyarakat hukum adat, badan
hukum publik atau privat, atau sebagai lembaga negara. Setelah
itu baru diuraikan tentang hak dan/atau kewenangan
konstitusional (yang dirugikan, juga harus diuraikan secara
jelas).

C. Bentuk pengujian undang-undang

Sebagaimana telah dikenal, pengujian undang-undang itu
meliputi pengujian formil dan pengujian materiil. Sejalan
dengan itu, maka pemohon wajib menguraikan dengan jelas,
apakah yang dimaksudkan dalam permohonan itu permohonan
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pengujian formal atau permohonan pengujian secara materiil
undang-undang terhadap UUD 1945. Permohonan pengujian
formil dimaksudkan sebagai bentuk pengujian berkenaan
dengan pembentukan undang-undang yang dianggap tidak
memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945. Mengenai hal ini
PMK merinci tentang apa yang dimaksud dengan pembentukan
itu, yakni meliputi pembahasan, pengesahan, pengundangan,
dan pemberlakuan. Di dalam praktik tentang pemberlakuan ini
telah menjadi dasar dalam mengabulkan Perkara Nomor
018/PUU-11/2004 perihal Pengujian Undang- Undang Nomor
45 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya
Barat. Sedangkan uraian mengenai permohonan pengujian
secara materiil berkenaan dengan materi muatan dalam ayat,
pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap
bertentangan dengan UUD 194515. Terkait dengan pengujian
tersebut diatas, PMK memberikan rumusan terhadap hal-hal
yang dimohonkan wuntuk diputus (petitum) baik dalam
permohonan pengujian formal maupun pengujian materiil.
Untuk pengujian formal, rumusan hal-hal yang
dimohonkan adalah sebagai berikut: 1) mengabulkan
permohonan pemohon; 2) menyatakan bahwa pembentukan
undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan
pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945; 3)
menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum. Adapun untuk pengujian materiil, rumusan
hal-hal yang dimohonkan adalah sebagai berikut: 1)
mengabulkan permohonan pemohon; 2) menyatakan materi
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang- undang
dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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D. Kewajiban MK menyampaikan salinan permohonan
kepada institusi/lembaga negara tertentu (terutama
lembaga negara pembentuk undang-undang)

Secara administratif permohonan itu dianggap diterima

MK apabila telah diregistrasi. Mahkamah Konstitusi yang telah

meregistrasi  permohonan  berkewajiban  menyampaikan

salinannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden
sebagai pembantu undang-undang (legislator) untuk diketahui.

Di samping itu, berkewajiban pula untuk memberitahukan

kepada Mahkamah Agung. Penyampaian salinan permohonan

dan pemberitahuan dimaksud harus dilaksanakan dalam jangka
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan itu
dicatat dalam BRPK. Khusus pemberitahuan kepada

Mahkamah Agung disertai pemberitahuan tentang kewajiban

Mahkamah Agung untuk menghentikan pengujian peraturan

perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang

dilakukan apabila undang-undang yang menjadi dasar

pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di

MK sampai ada putusan MK. (Ali Marwan, “Peran Ketua

Mahkamah Konstitusi Dalam Mempengaruhi  Putusan

Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Legislasi Indonesia 16, no. 2

(n.d.).

E. Hak MK meminta Kketerangan terhadap lembaga
negara terkait dengan permohonan
Hak MK untuk meminta keterangan dan/atau risalah
rapat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD),
dan/atau Presiden Pembentukan undang-undang dilakukan oleh
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legislator dalam hal ini adalah DPR dan Presiden. Untuk
undang-undang tertentu, misalnya yang terkait dengan urusan
daerah melibatkan pula DPD, dan juga institusi atau lembaga
pemerintahan yang lain. Untuk itu MK berhak meminta
keterangan dan/ atau risalah rapat yang berkenaan dengan
permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD,
dan/atau Presiden serta lembaga terkait lainnya. Di dalam
praktik, permintaan keterangan dan/atau risalah rapat tersebut
dapat juga dimintakan dari menteri/departemen dan/atau satuan
organisasi di bawahnya. Untuk DPR misalnya, Mahkamah
Konstitusi meminta kepada komisi yang terkait atau bahkan
kepada Panitia Khusus RUU.

F. Materi putusan Materi Putusan Mahkamah Konstitusi
Wajib memberikan respon terhadap suatu permohonan
sejalan dengan sistematika di dalamnya. Pertama tentang
kewenangan MK, kemudian tentang syarat-syarat kedudukan
hukum (legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 51 UU
MK dan kemudian tentang pokok permohonan. Tentang
kewenangan MK untuk permohonan pengujian undang-
undang, sebagaimana telah diuraikan di atas semula hanya
terhadap undang-undang yang diundangkan setelah perubahan
UUD 1945 yakni setelah tanggal 19 Oktober 1999. Kemudian
dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-1/2003
tanggal 30 Desember 2003 Pasal 50 tersebut dikesampingkan.
Terakhir dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/
PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005, Pasal 50 UU MK tersebut
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena itu
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Dengan demikian, MK berwenang untuk menguji setiap
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undangundang yang diajukan. Selanjutnya kedudukan hukum
(legal standing) pemohon yang akan diperiksa berdasarkan
syarat-syarat dalam Pasal 51 UU MK. Manakala setelah
diperiksa ternyata sesuai maka permohonan akan diterima dan
oleh karena itu akan dilanjutkan pemeriksaan mengenai pokok
perkara. Sekiranya tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal
51 UU MK, maka permohonan tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke ver klaard). Terhadap pokok perkara, manakala
terbukti secara sah dan hakim meyakininya bahwa permohonan
beralasan, maka putusan MK akan mengabulkan permohonan.
Dalam hal permohonan itu berupa materi muatan undang-
undang (pengujian materil), maka amar putusan MK
menyatakan bahwa materi muatan undang-undang yang
dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan UUD 1945.
Demikian pula apabila yang dimohonkan itu tentang pengujian
pembentukkannya (pengujian formal), maka amar putusan MK
menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud
tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang
berdasarkan UUD 1945. Amar putusan yang mengabulkan
tersebut diikuti dengan amar putusan yang menyatakan bahwa
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang
tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat, dalam pengujian
itu mengenai materi muatan undang-undang. Dalam hal
permohonan itu mengenai pembentukan undang-undang, maka
amar berikutnya menyatakan bahwa undang-undang tersebut
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (untuk
seluruhnya). Dalam hal permohonan tidak terbukti dan tidak
meyakinkan kepada hakim bahwa permohonan itu beralasan,
maka MK menolak permohonan.
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G. Akibat putusan pengujian undang-undang dan
kewajiban MK setelah putusan

Hal-hal Terkait dengan Putusan Putusan MK yang
mengabulkan permohonan pengujian undang-undang harus
dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat
30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak putusan diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan MK berlaku ke
depan (prospektif) artinya sebelum ada putusan yang
menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan
dengan UUD 1945, undangundang yang diajukan permohonan
pengujian itu tetap berlaku.

Contohnya adalah  putusan yang mengabulkan
permohonan dalam perkara nomor 018/PUU-1/2003 perihal
pengujian Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang diucapkan pada
tanggal 11 Nopember 2004, sedangkan Provinsi Irian Jaya
Barat dilakukan sebelum itu. Maka pembentukan provinsi Irian
Jaya Barat itu dilakukan berdasar undang-undang yang masih
berlaku secara sah. Putusan MK yang mengabulkan permoonan
pengujian undang-undang itu disampaikan kepada DPR, DPD,
Presiden dan MA. Bahkan juga diumumkan kepada masyarakat
dengan dimuat di dalam surat kabar dan majalah serta dimuat
dalam website MK. www.mahkamahkonstitusi.go.id agar
diketahui oleh publik. Terhadap materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian dari undangundang yang telah dimohonkan
pengujian dan ditolak oleh MK, tidak dapat dimohonkan
pengujian kembali. Kecuali terhadap permohonan yang tidak
diterima berdasarkan alasan terkait dengan syarat-syarat
kedudukan hukum (legal standing). Namun demikian PMK
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memungkinkan pengujian materiill yang ditolak untuk
dimohonkan pengujian kembali dengan syarat
konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang
bersangkutan berbeda. (Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik,” Jurnal
Konstitusi 8, no. 6 (n.d.).

Adapun gambaran proses beracara di Mahkamah
Konstitusi, yaitu:

Ps. 29 ayat (2), Ps 31 ayat (2) Ps. 32 ayat (1) Ps. 32 ayat
(2)
PENGAJUAN PERKARA PEMERIKSAAN f";l,t’,,';["lé:ﬂt:r_'\\
* 12 RANGAP :> SYARAT :> o DILENGKAPI
e DISERTAI BUKT1 ADMINISTRASI DALAM 7 HARI
KERJA
Ps, 32 ayat (3) Ps. 32 ayat
2)
REGISTRASI BRPK TELAH LENGKAP PEMENUHAN
KELENGKAPAN
[::) DALAM 7 HARI
KERJA
Ps. 34 avat (1) Ps. 34 ayat (2)
PENJADWALAN 14 PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON
HARI KERJA SETELAH Iﬂ
REGISTRASI

Ps. 34 avat (2), Ps. 34 avat (3)

PENGUMUMAN KEPADA
MASYARAKAT

Ps. 35 ayat (1)

PERMOHONAN DAPAT DI
TARIK KEMBALI SELAMA

PROSES
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P=. 39 ayat (1) m

*s. 39 avat (2)
- = g TIDAK LENGKAFP/IELAS
PEMERIKSAAN -  IMBERITAHUKAN PEMOIION
PENDAMULUAN I ML ENGI AP 4 —= MELENGKAM
- KELENGEAPAN HARI ATAU
- KEJELASAN : MEMPERBAIK
: 3 b TIYALANM 14
FPERMOFHONAN TRLAH LIENGKAF DAN JRLAs | HAR:

PEMERIKSAAN FERBAIKAN IDAN
EFLENGEKAPAN PFPERMOIIONAN

QA ~""~11

RAFPAT FLENO

TERTUTUPF

LAPFORAN DAN
FEMBAHMNASAN TINDAK

LANIUT

Ps. 13 avat (1) PMK No. 06/ PMEK /2005

PEMERIKSAAN PERSIDANCGCAN

FLENO TERBUKA UMUM
- KEWENANCAN MK
- KEDUDURKAN HIUKUM
- FPOKOK FERMOMONMNAMN
Ps. 45 avat (5 - PEMBUKTIAN

. 49

RAPAT PLENO :I—l :> PENY AN ALAN
TERTUTUP SALINAN

PENGAMBILAN

PUTUSAN

FUTUSAN KEFAITA
Ps. 28 avat (5). Ps. 47 T FILAK

SIDANG TERBUKA UMUM
PENGUCAPAN PUTUSAN

H. Kesimpulan

Hukum acara khusus yang mengatur prosedur dan hal-hal
lain terkait dengan pengujian undang-undang di dalam UU MK
meliputi halhal sebagai berikut:

a.
b.

undang-undang yang dapat dimohonkan pengujian;
pihak yang dapat bertindak dalam permohonan
pengujian undangundang;

bentuk pengujian undang-undang;

kewajiban MK menyampaikan salinan permohonan
kepada institusi/lembaga negara tertentu (terutama
lembaga negara pembentuk undang-undang);

hak MK meminta keterangan terhadap lembaga negara
terkait dengan permohonan;

materi putusan, dan

g. akibat putusan pengujian undang-undang dan
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BAB IV
PROSES BERACARA SENGKETA PILKADA

Pengaturan mengenai hukum acara dalam memutus hasil
Pemilukada yang terbaru diatur dalam PMK No. 6, 7 dan 8
Tahun 2020. Peraturan ini dibuat untuk mengatur hal-hal yang
tidak disebutkan dalam Undang-Undang Pilkada No. 1 Tahun
2015, 8 Tahun 2015, Dan 10 Tahun 2016.

Keberadaan Peraturan Mahkamah konstitusi Ini
menjadi penting, mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai
penjaga konstitusi (the guardian of constitution) di Negara
Republik Indonesia ini merupakan lembaga Negara relatif baru,
maka pehamanan dan kejelasan aturan main terutama yang
menyangkut hukum formilnya seperti persyaratan yang harus
dipenuhi dalam pengajuan permohonan sejak awal perlu
dipersiapkan dengan baik oleh Pemohon. Diterbitkannya PMK
No. 6, 7 dan 8 Tahun 2020 dilakukan dalam rangka
mengupayakan agar permohonan yang diajukan nantinya tidak
kandas ditengah jalan sehingga mengakibatkan Mahkamah
Konstitusi dalam putusannya harus menetapkan permohonan
tersebut dinyatakan tidak diterima (niet ovanlijke verklard).

Permohonan perkarara PHP Kada ini disampaikan
kepada MK setelah pengumuman hasul rekapitulasi suara
Pilakada oleh KPU. Setelah pengumuman hasil pemeriksaan
kelengkapan dan perbaikan permohonan Pemohon, berlanjut
dengan pencatatan permohonan Pemohon dalam e-BRPK.
Setelah itu, melakukan penyampaian salinan permohonan
kepada Termohon dan Bawaslu. Lalu, pengajuan permohonan
sebagai Pihak Terkait dan kemudian pemberitahuan sidang
kepada para pihak. Tahapan berikutnya, melakukan
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pemeriksaan pendahuluan, sidang pembuktian dan Rapat
Permusyawaratan Hakim. Hingga akhirnya dilakukan
pengucapan  putusan/ketetapan  serta  penyerahan dan
penyampaian salinan putusan/ketetapan.

Mengenai  mekanisme  pengajuan  Permohonan
Perselisihan Hasil Pilkada tahun 2020, dilakukan setelah
pengumuman keputusan KPU tentang hasil penghitungan suara
pemilihan pada 16 s.d 26 Desember 2020 (provinsi) dan 13 s.d
23 Desember (kabupaten dan kota). Sedangkan untuk
pengajuan permohonan pada 16 Desember 2020 s.d 5 Januari
2021 pukul 24.00 WIB (provinsi), pengajuan permohonan pada
13 Desember 2020 s.d 5 Januari 2021 pukul 24.00
(kabupaten/kota).

Alur Pengajuan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Daerah
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MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN
(PEMILIHAN GUBERNUR)

Pemgajuan Pemohon Fomociiiasn Peneriban

Fermabanan Mebenghupidan  Kelenghapan dan Hasil Femeriisaan

Pemohon Mampertisiki Prtbaikan Kelengkapan dan
Permehonan Fermabonsn Perbaikan Permobonan

18 Des 2020 - & Jan 2021 Emmakns

16 Do 2020 - 5 Jun 2071
(Provinsi]

18 Janund 2021

4 - 18 dancisni 2031
Py mmpaiany

MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN;
PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN
PENGAJUAN PERMOHONAN SEBAGAI PIHAK TERKAIT

i Pemberitahuan
1 Hari Sidang Pertama
| e

Pabing lnma 3 hard kerjs satelak - Tarmiohas,
1 permohonas dicatat dalam o BRFK * Bawnstn
I 1K w20 Jammnrd #0001 ainn Knass Hoknm
I

Paling copat 7 hari horja’ setolall Fermohanan
Femokon dicatat dalam o BRPH

Pallmg lams 3 [idis) Pubing laima 3 hari herjs
Ward hoetin weteink aebebum sisang

permabonen dieatat pendahuinan
dnni o HREH 21 sl 36 dmumari 2021

20 Jwmniars 2031
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PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

TAHAP PERSIDANGAN

SIDANG

PANEL/FLENO BIDANG /PLENO BIDANG

Pemeriksaan FLENO - PLENO

Pendabulusn

ABL)
WET, PIHAK
TEREAIT
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BABV

RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM

PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Tujuan Rancang Bangun:

o

Memahami prosedur dan tahapan persidangan di
Mahkamah Konstitusi.

Menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi.

Menyusun permohonan dan tanggapan dalam perkara
konstitusi.

Mampu berargumen secara hukum dalam simulasi
persidangan.

Mampu bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan
tugas-tugas praktikum.

B. Materi Praktikum:

o

Pengantar Mahkamah Konstitusi: Sejarah, kedudukan,
dan kewenangan MK.

Jenis-jenis Perkara Konstitusi: Pengujian undang-
undang, sengketa pemilihan umum, dan permohonan
pengujian peraturan daerah.

Prosedur Peradilan di MK: Pengajuan permohonan,
pemeriksaan pendahuluan, persidangan, dan putusan.
Analisis Putusan MK: Struktur putusan, pertimbangan
hukum, dan dampak putusan.

Penyusunan Permohonan dan Tanggapan: Unsur-unsur
yang harus ada dalam permohonan dan tanggapan, cara
menyusun argumentasi hukum.
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C. Metode Rancang Bangun:

o

Pemaparan Materi: Penyampaian materi secara teoritis
oleh dosen.

Diskusi: Diskusi kelompok untuk mendiskusikan kasus-
kasus aktual.

Studi Kasus: Analisis kasus-kasus putusan MK.
Simulasi Persidangan: Mahasiswa berperan sebagai
pihak yang berperkara dalam simulasi persidangan.
Latihan: Penyusunan permohonan, tanggapan, dan
analisis putusan.

Tahapan Praktikum:

o

Pertemuan 1-2: Pengantar Mahkamah Konstitusi dan
Jenis-jenis Perkara Konstitusi.

Pertemuan 3-4: Prosedur Peradilan di MK dan Analisis
Putusan MK.

Pertemuan 5-6: Penyusunan Permohonan dan
Tanggapan.

Pertemuan 7-8: Simulasi Persidangan.

Pertemuan 9-10: Presentasi Hasil dan Evaluasi.

Materi

Pembukaan Kuliah dan Kontrak Belajar

Review Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Review Berkas Permohonan Perkara di Mahkamah
Konstitusi

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi

Survei Sidang Pendahuluan

Survei Sidang Pemeriksaan Perkara

NN || B~

Survei Sidang Putusan
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No Materi
2 Praktik Membuat Permohonan Perkara Pengujian
Undang-Undang (PUU)
9 Praktik Membuat Jawaban Termohon dan Pihak Terkait
Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU)
10 Praktik Membuat Putusan Perkara Pengujian Undang-
Undang (PUU)
1 Praktik Membuat Permohonan Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PH Kada)
12 Praktik Membuat Jawaban Termohon dan Pihak Terkait
Perkara Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PH Kada)
13 Praktik Membuat Putusan Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Kepala Daerah (PH Kada)
14 | Simulasi Peradilan Semu perkara PUU

E. Tujuan Instruksional Khusus

1. Aspek Pengetahuan (kognitif), diharapkan dapat:

a. Memahami kompetensi Mahkamah Konstitusi dan
bedanya dengan Mahkamah Agung dalam sistem
peradilan di Indonesia.

b. Memahami isi dan implikasi putusan MK dalam
kehidupan bernegara.

c. Memahami hukum acara di MK untuk setiap jenis
perkara yang diselesaikan di MK, khususnya
perkara PUU dan PHP.

d. Memiliki pengalaman langsung menyaksikan
persidangan di MK.

2. Aspek Sikap dan Tata Nilai (afektif), diharapkan dapat:
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a. Terbangunnya kesadaran tentang adanya hak-hak
konstitusional warga negara dan macam-macamnya
yang harus dilindungi dalam sistem negara
demokratis.

b. Adanya kesadaran tentang kedudukan penting
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga hak
konstitusional warga negara.

c. Terinternalisasinya arti penting penyelesaian
sengketa politik melalui jalur hukum yang beradab
dan berintegritas.

3. Aspek Ketrampilan, diharapkan dapat:

a. Terampil dalam mengimplementasikan Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi dan membuat
dokumen yang diperlukan dalam  proses
persidangan di MK.

b. Memiliki kemampuan dasar sebagai para pihak
yang bersengketa di MK.

c. Mensimulasikan dan memperagakan  proses
peradilan konstitusi melalui praktik peradilan semu
(mood court) Mahkamah Konstitusi.

F. Deskripsi Materi Rancang Bangun

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sejak berdiri pada 2003, Mahmakah Konstitusi telah
melaksanakan tiga kewenangannya, yakni kewenangan
melakukan pengujian undang-undang (PUU), sengketa
kewenangan Lembaga negara (SKLN), dan peselisihan hasil
pemilihan umum (PHPU). Sedangkan dua kewenangan lainnya,
hingga detik ini belum pernah dilakukan. Yakni kewenangan
memutus pembubaran partai politik dan memberikan putusan
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dalam proses pemberhentian presiden/wakil presiden dalam
masa jabatannya. Kedua kewenangan ini belum pernah
dilakukan karena memang belum pernah ada permohonan yang
masuk ke Mahkamah Konstitusi terkait dua perkara ini.

Terkait dengan kewenangan untuk menguji undang-
undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945,
Undang-Undang Mahakamah Konstitusi memberikan beberapa
pengaturan. Beberapa peraturan yang menarik dan relevan
adalah Mahakamah Konstitusi membatasi bentuk putusan yang
dapat dikeluarkan oleh Mahakamah Konstitusi yaitu
mengabulkan  permohonan, menolak permohonan, dan
menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Lebih lanjut lagi
pada Undang-Undang Mahakamah Konstitusi juga disebutkan
bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
dalam undang-undang vyang telah diuji, tidak dapat
dimohonkan pengujian kembali.

Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang  Dasar NRI  Tahun 1945  dalam
perkembangannya bertumbuh menjadi sangat luas. Perubahan
ini antara lain dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi. Setidaknya ada beberapa hal yang saya catat sangat
berpengaruh terhadap perkembangan kewenangan ini, yaitu: 1)
perluasan makna Undang-Undang sehingga meliputi peraturan
pemerinth pengganti undang undang; 2) munculnya putusan
bersyarat; 3) kewenangan untuk menguji undang-undang
sebelum amandemen UUD NRI Tahun 1945; 4) kewenangan
untuk menguji TAP MPR terhadap Undang-Undang dasar; 5)
kemampuan untuk meguji undang-undang yang mengatur

57



Mahkamah Konstitusi sendiri; 6) kewenangan untuk menguji
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji dengan batu uji berbeda.

Dalam perkembangannya, berdasarkan Pasal 236C UU
No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah
Konstitusi juga diberikan amanah untuk mengadili perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) yang
sebelumnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung.
Namun, pada Mei 2014 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan
Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut,
Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemilihan kepala
daerah (Pilkada) bukan merupakan bagian dari rezim pemilu
sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki wewenang
untuk memeriksa dan memutusnya. Namun, karena belum
terbentuknya lembaga yang akan menangani perkara
perselisihan hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi untuk
sementara tetap menangani perkara tersebut. Sebagaimana
diketahui, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang menyatakan, sebelum terbentuk
badan peradilan khusus yang menangani perkara-perkara
perselisihan hasil Pilkada, MK diberikan kewenangan untuk
menjalankan fungsi tersebut. Dengan kewenangan memeriksa
dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara
hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang didasarkan
pada UU No. 8 Tahun 2015 tersebut, dapat dikatakan bahwa
MK mendapatkan kewenangan yang bersifat tambahan.
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Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara
serentak tahap kedua pada 2017 dan tahap ketiga pada 2020
secara umum berjalan dengan baik. Kendati demikian, seperti
halnya Pilkada serentak tahap pertama pada 2015, hasil Pilkada
2017 dan Pilkada 2020 juga tak lepas dari perselisihan yang
bermuara ke MK.

2. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) dimaknai
sebagai kewenangan lembaga peradilan untuk melakukan uji
validitas sebuah norma yang ada di dalam produk-produk
hukum yang dihasilkan lembaga legislatif dan eksekutif.
Pengujian oleh hakim terhadap produk cabang kekuasaan
legislatif (legislative acts) dan cabang kekuasaan eksekutif
(executive acts) merupakan konsekensi dari dianutnya prinsip
‘checks and balances’ berdasarkan doktrin pemisahan
kekuasaan (separation of power). Berdasarkan Pasal 24C ayat
(1) Perubahan Ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan
Mahkamah Konstitusi adalah bahwa Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD.
Dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa:
“Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang
dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan
bersama Presiden.

Selain UU, Mahkamah Konstitusi juga berwenang
menguji Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang), sebab Perpu merupakan UU dalam arti materiel (wet
in materiele zin). Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji
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konstitusionalitas Perpu terhadap UUD 1945 untuk mencegah
terjadinya kemungkinan yang tidak diinginkan yaitu Perpu
yang sewenang-wenang, sedangkan masa berlaku Perpu
tersebut hingga persidangan DPR  berikutnya untuk
mendapatkan persetujuan DPR. Pengujian undang-undang
terhadap UUD NRI 1945 dapat dilakukan terhadap dua aspek,
yakni aspek materil dan aspek formil.

Pengujian terhadap aspek formil dapat dimaknai sebagai
wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menilai, apakah suatu
produk legislatif seperti undang-undang misalnya, terjelma
melalui  cara-cara  (procedure)  sebagaimana  telah
ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku ataukah tidak sedangkan. Hak menguji formal juga
dapat dimakani sebagai pengjian terhadap prosedur pembuatan
UU. Sementara pengujian pada aspek materil berkaitan dengan
kemungkinan adanya pertentangan materi suatu undang-
undang dengan peraturan lain yang lebih tinggi yakni konstitusi
(UUD NRI 1945).

Pemohon perkara pengujian undang-undang di
Mahkamah Konstitusi pihak-pihak yang memiliki kedudukan
hukum (legal standing) mencakup syarat formal sebagaimana
ditentukan dalam UU, dan syarat materiil yaitu kerugian hak
dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya UU
yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana diatur dalam UU
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.
24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon adalah
pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan
konstitutionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang
yaitu : a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan
masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
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dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-
undang; c¢) badan hukum publik atau privat; atau lembaga
negara.

Pedoman beracara pengujian undang-undang terhadap
UUD 1945 mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 02/PMK/2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara
Pengujian Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 01/PMK/2021 tentang Penyelenggaraan
Persidangan Jarak Jauh.

Permohonan yang diajukan kepada MK diterima oleh
petugas penerima permohonan untuk disampaikan kepada
Panitera MK yang akan melakukan pemeriksaan kelengkapan
permohonan. Selain berkas permohonan perkara (hard copy)
dalam praktik pemohon juga diminta untuk menyerahkan
permohonan dalam bentuk soft copy atau file. Pemeriksaan
yang dilakukan oleh panitera ini bersifat kelengkapan
administratif, bukan terhadap substansi permohonan.
Pemeriksaan administrasi ini misalnya meliputi jumlah rangkap
permohonan, surat kuasa, kejelasan identitas, serta daftar alat
bukti sebagaimana disyaratkan dalam UU MK.

Permohonan yang dinyatakan belum lengkap belum
dapat dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi
(BRPK). Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan
kekuranglengkapan tersebut diterima pemohon. Hanya
permohonan yang telah dinyatakan lengkap yang dicatat dalam
BRPK yang memuat antara lain catatan tentang kelengkapan
administrasi disertai dengan pencantuman nomor perkara,
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tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan
pokok perkara.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diregistrasi
dalam BRPK, MK akan menetapkan hari sidang pertama dalam
jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
Artinya, penetapan jadwal sidang pertama dimaksud adalah
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diregistrasi,
sedangkan sidang pertama itu sendiri dapat dilakukan lebih dari
14 (empat belas) hari kerja.48 Penetapan jadwal sidang
pertama ini harus diberitahukan kepada para pihak dan
diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman ini dilakukan
dengan cara menempelkan salinan pemberitahuan di papan
pengumuman MK yang khusus disediakan untuk itu maupun di
www.mkri.id

a. Tahapan Persidangan Pengujian Undang-Undang

Berdasarkan materi persidangan, dalam UU Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi diatur bahwa sidang
Mahkamah Konstitusi terdiri atas Pemeriksaan Pendahuluan,
Pemeriksaan Persidangan, dan Pengucapan Putusan, sedangkan
dalam PMK Nomor 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara
Dalam Perkara Pengujian UU, sidang Mahkamah Konstitusi
dibagi dalam 4 jenis sidang, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan,
Pemeriksaan Persidangan, Rapat Permusyawaratan Hakim
(RPH), dan Pengucapan Putusan.

e Pemeriksaan Pendahuluan
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Hakim memeriksa
kelengkapan dan kejelasan materi permohonan yang
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meliputi:  kewenangan = Mahkamah  Konstitusi,
kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dan
pokok permohonan. Pemeriksaan Pendahuluan dapat
dilakukan baik dalam sidang panel dengan 3 orang
hakim maupun dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

e Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno
yang terbuka untuk umum, dan dalam keadaan tertentu
yang diputuskan oleh RPH, pemeriksaan persidangan
dapat dilakukan oleh Panel Hakim. Pemeriksaan
persidangan mencakup: 1) pemeriksaan pokok
permohonan; 2) pemeriksaan alat-alat bukti tertulis; 3)
mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah; 4)
mendengarkan keterangan DPR dan/atau DPD; 5)
mendengarkan keterangan saksi; 6) mendengarkan
keterangan ahli; 7) mendengarkan keterangan Pihak
Terkait; 8) pemeriksaan rangkaian data, keterangan,
perbuatan, keadaan, dan/atau 9) peristiwa yang
bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat
dijadikan petunjuk; 10) pemeriksaan alat-alat bukti lain
yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan,
diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat
optik atau yang serupa dengan itu.

b. Rapat Permusyaratan Hakim
RPH dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin
oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dalam hal Ketua
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berhalangan maka Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi berhalangan dalam waktu bersamaan,
maka Rapat Pleno dipilih oleh Ketua Sementara yang dipilih
dari dan oleh anggota Mahkamah Konstitusi. Kuorum RPH
untuk mengambil keputusan adalah sekurang-kurangnya 7
(tujuh) orang Hakim Konstitusi, dibantu Panitera, dan petugas
lain yang disumpah, sedangkan RPH yang dilaksanakan tidak
dalam rangka mengambil keputusan tidak terikat ketentuan
kuorum sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.

¢. Pengucapan Putusan

Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan
UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan
harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu
juga atau ditunda pada hari yang lain dengan keharusan
memberitahu kepada para pihak. Putusan diambil dalam RPH
yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim
Konstitusi dan dibaca/diucapkan dalam sidang pleno terbuka
untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang
Hakim Konstitusi.
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d. Alur Pengajuan Permohonan Perkara Pengujian
Undang-Undang

| Hard Copy dan Sefteopy I

o | — | Penecionan Kelonghopus: | — Lovghay

|

3. Putusan Mahkamah Konstitusi
a. Struktur Putusan
Putusan MK dibuat berdasarkan UUD 1945 sesuai

dengan alat bukti yang diperiksa di persidangan dan keyakinan
hakim. Putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2
alat bukti. Putusan yang telah dicapai dalam RPH dapat
diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan hari itu
juga, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal sidang
pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para pihak.
Putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili,
dan memutus, serta oleh panitera. MK memberi putusan Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap
putusan MK harus memuat:
a. Kepala  putusan  berbunyi:  “DEMI  KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
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b. Identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah identitas
pemohon dan termohon (jika dalam perkara dimaksud
terdapat pihak termohon), baik prinsipal maupun kuasa
hukum;

c. Ringkasan permohonan;

d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam
persidangan;

e. Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;

Amar putusan; dan
g. Hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.

Bagian “ringkasan permohonan” dan “pertimbangan
terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan” dalam
praktik putusan MK dimuat pada bagian “Duduk Perkara”.
Pada bagian ini memuat ringkasan seluruh proses persidangan
yang terjadi, mulai dari ringkasan permohonan, alat bukti yang
diajukan, keterangan pihak terkait, keterangan saksi pemohon,
keterangan ahli pemohon, keterangan saksi termohon/pihak
terkait, keterangan ahli termohon/pihak terkait, serta
keterangan ahli dari MK (jika ada).

Pada bagian pertimbangan hukum terdiri dari dua bagian,
yaitu tentang kewenangan Mahkamah dan legal standing
pemohon, serta tentang pokok perkara. Pada bagian pertama,
MK akan mempertimbangkan apakah permohonan merupakan
kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.
Jika merupakan kewenangan MK, pertanyaan selanjutnya yang
dipertimbangkan adalah apakah pemohon memiliki legal
standing mengajukan permohonan dimaksud.

Pada bagian pertimbangan hukum atas pokok perkara,
ditentukan isu hukum yang harus dipertimbangan dan dijawab
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yang menentukan amar putusan. Berbagai isu hukum tersebut
diberikan  pertimbangan satu-persatu, bahkan terhadap
keterangan saksi dan ahli juga dijawab oleh majelis hakim,
baik menyetujui maupun menolak keterangan itu. Di akhir
pertimbangan, dicantumkan kesimpulan (konklusi) dan
dilanjutkan dengan amar putusan.

b. Pendapat Berbeda

Selain bagian-bagian di atas, UU MK mengamanatkan
bahwa pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat
dalam putusan. Pendapat berbeda memang mungkin, dan
dalam praktik sering terjadi, karena putusan dapat diambil
dengan suara terbanyak jika musyarawah tidak dapat mencapai
mufakat.

Pendapat berbeda dapat dibedakan menjadi dua jenis,
yaitu (1) dissenting opinion; dan (2) concurent opinion atau
consenting opinion. Dissenting opinion adalah pendapat
berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar
putusan. Sedangkan concurent opinion adalah pendapat
berbeda yang tidak memengaruhi amar putusan. Perbedaan
dalam concurent opinion adalah perbedaan pertimbangan
hukum yang mendasari amar putusan yang sama. Concurent
opinion karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda
dengan amar yang sama tidak selalu harus ditempatkan secara
terpisah dari hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu
dalam pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan.

Sedangkan dissenting opinion, sebagai pendapat berbeda
yang memengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam
putusan. Dissenting opinion merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda
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pendapat serta wujud transparansi agar masyarakat mengetahui
seluruh pertimbangan hukum putusan MK.

Adanya dissenting opinion tidak memengaruhi kekuatan
hukum putusan MK. Putusan MK yang diambil secara mufakat
oleh 9 hakim konstitusi tanpa perbedaan pendapat memiliki
kekuatan yang sama, tidak kurang dan tidak lebih, dengan
putusan MK yang diambil dengan suara terbanyak dengan
komposisi 5 berbanding 4. Dalam praktik putusan MK,
penempatan dissenting opinion mengalami beberapa perubahan.
Pertama  kali, dissenting ditempatkan pada bagian
pertimbangan hukum Mahkamah setelah pertimbangan hukum
mayoritas, baru diikuti dengan amar putusan. Pada
perkembangannya, penempatan demikian dipandang akan
membingungkan masyarakat yang membaca putusan karena
setelah membaca dissenting baru membaca amar putusan yang
tentu saja bertolak belakang. Terlebih lagi apabila dissenting
tersebut cukup banyak sebanding dengan pertimbangan hukum
hakim mayoritas.

Oleh karena itu penempatan dissenting tersebut kembali
diubah, yaitu setelah amar putusan tetapi sebelum bagian
penutup dan tanda tangan hakim konstituti serta panitera
pengganti. Saat ini, dissenting ditempatkan setelah penutup dan
tanda tangan hakim konstitusi namun sebelum nama dan tanda
tangan panitera pengganti.

¢. Kekuatan Putusan
Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak
selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK yang
ditentukan oleh UUD 1945 sebagai final. Dengan demikian
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MK merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap
putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Setelah
putusan dibacakan, MK wajib mengirimkan salinan putusan
kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 hari
kerja sejak putusan diucapkan.
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4. Contoh Surat Kuasa

SURAT KUASA KHUSUS
Nomor:

Yang bertandatangan di bawabh ini:

Nama :

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Nabire

Alamat

Untuk selanjutnya disebut sebagai; PEMBERI
KUASA;

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Andi Syafrani, S.H., MCCL., CLA.
Wiwin Winata, S.Sy.
Agung Wahyu Ashari, S.H.

Kesemuanya Advokat atau Konsultan Hukum pada kantor hukum
Andi Syafrani & Co. Law Office, yang berkedudukan di Jin.
Pinang Emas III Blok US 5, Pondok Indah, Pondok Pinang,
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310, Telp:
081292139151, Email: andisyafrani.lawoffice@gmail.com. Untuk
selanjutnya disebut sebagai;
——————————————————— PENERIMA KUASA;

70



KHUSUS

Mewakili dan/atau mendampingi serta bertindak baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama PEMBERI
KUASA dalam kedudukannya sebagai TERMOHON pada
Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dengan register perkara
Nomor: 149/PHP.BUP-XIX/2021 dan 150/PHP.BUP-XIX/2021.,
yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Nomor Urut 3 (tiga), Drs Fransiskus Xaverius Mote, M.Si., dan
Sdr. Tabroni bin M. Cahya serta yang dimohonkan oleh Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu), Sdri. Yofina
Mote, S.SiT., dan Muhammad Darwis., pada Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia.

Untuk itu PENERIMA KUASA berhak mewakili dan menghadiri
seluruh proses Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan dengan
register  perkara  Nomor:  149/PHP.BUP-XIX/2021  dan
150/PHP.BUP-XIX/2021., yang dimohonkan oleh Pasangan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga), Drs Fransiskus
Xaverius Mote, M.Si., dan Sdr. Tabroni bin M. Cahya serta yang
dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Nomor Urut 1 (satu), Sdri. Yofina Mote, S.SiT., dan Muhammad
Darwis., pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
menerima Permohonan Pemohon, menghadiri pemeriksaan
pendahuluan dan persidangan, membuat dan menyampaikan
jawaban, mengajukan alat bukti, menghadirkan saksi dan/atau ahli,
memohon putusan.

Selanjutnya melakukan segala tindakan dan upaya-upaya hukum
lain yang dianggap penting dan berguna bagi PEMBERI KUASA
dengan cara yang diperkenankan menurut hukum walaupun tidak
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dengan tegas disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus ini, semata-
mata untuk menjaga kepentingan hukum PEMBERI KUASA di
dalam Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil sebagaimana
tersebut di atas.

Surat Kuasa Khusus ini dapat dialihkan dan/atau dilimpahkan
kepada orang lain dengan hak substitusi, baik sebagian maupun
seluruhnya dengan hak untuk menarik kembali pelimpahan kuasa
yang telah diberikan tersebut.

Demikian Surat Kuasa Khusus ini dibuat untuk dipergunakan
seperlunya.
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SURAT KUASA KHUSUS
Nomor: 002/SK/PHP-MK/ZIA/V11/2018

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

L Nama, laki-laki, lahir di Indonesia, 00 Juni 0000, Alamat, No.
NIK : 000000000000000;

II. Nama, perempuan, lahir di Indonesia 00 Juli 0000, Alamat,
No. NIK : 000000000000000;

Keduanya adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Xxxxx Tahun XXXX Nomor Urut X (Xxxx) dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Xxxxx Tahun

XXXX berdasarkan SK KPU Provinsi Xxxxx Nomor:

xxxxxxxxxxxxxx juncto SK KPU Provinsi Xxxxx Nomor:

XXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai
—————————— PEMBERI KUASA.

Dengan ini telah memberi kuasa penuh kepada, dan memilih domisili
hukum di alamat, kuasa hukumnya:

ANDI SYAFRANI, SH., MCCL.

ABI HASAN MU’AN, SH., MH.

ANSYORI BANGSARADIN, SH.

H. IRFAN ZIDNY, SH., S.Ag., M.Si.

RIVALDI, SH.

MELLISA ANGGRAINI SH., MH.

M.A. FERNANDEZ, SHI., MH.

ADE YAN-YAN HASBULLAH, SH.

S AU S e

Kesemuanya masing-masing Advokat/Konsultan Hukum yang
tergabung pada ZIA & Partners Law Firm, beralamat di Gedung
Darul Marfu, Lantai 3, Jalan H. Zainuddin, No. 43, Radio Dalam,
Gandaria Selatan, Kebayoran Baru-Jakarta Selatan, & (021)
72795580, Hp. 08161693640, Email: asyafrani@yahoo.com baik
secara bersama maupun secara sendiri-sendiri:
---------------- Selanjutnya disebut PENERIMA KUASA;
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KHUSUS

Untuk mewakili, mendampingi serta mempertahankan hak dan
kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan (PHP) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung
Tahun 2018 yang telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan
Nomor Registrasi Perkara: 46/PHP.GUB-XVI/2018 atas nama
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Drs. H. Herman
Hasanusi, MM. dan Ir. Sutono, MM., selaku Pemohon...... sebagai
PIHAK TERKAIT;

Selanjutnya mengenai hal itu, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,
Penerima Kuasa berhak untuk membuat, menandatangani, mendaftar
sebagai PIHAK TERKAIT di Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia, mengajukan  Keterangan, menerima panggilan,
menghadiri dan beracara di persidangan, mengajukan dan menolak
alat bukti, mengajukan Kesimpulan, memberikan keterangan-
keterangan yang menurut hukum harus diberikan oleh Penasihat
hukum atau kuasanya, menandatangani, meminta salinan atau
petikan dari semua surat-surat panggilan, penetapan dan putusan
serta dapat melakukan segala tindakan hukum yang penting, perlu
dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara yang dapat
dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum acara yang
berlaku di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, termasuk tetapi
tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No.
24 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang
Mahkamah Konstitusi Junctis Undang-Undang No. 1 Tahun 2015
beserta perubahan-perubahannya terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 5,
No. 6, No. 7, dan No. 8 Tahun 2017,

Kuasa ini tidak dapat dicabut secara sepihak dan kuasa ini diberikan
dengan Hak Retensi dan Substitusi baik sebagian maupun seluruhnya.
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Jakarta, 23 Juli 2018

Penerima Kuasa,

ANDI SYAFRANL, SH., MCCL.
NAMA

ABI HASAN MU’AN, SH., MH.
NAMA

ANSYORI BANGSARADIN, SH.

H. IRFAN ZIDNY, SH., S.Ag., M.Si.

RIVALDI, SH.

MELLISA ANGGRAINI, SH., MH.

M. A. FERNANDEZ, SHI.. MH.

ADE YAN-YAN HASBULLAH, SH.
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5. Contoh Permohonan Pengujian Undang-Undang

- Kap sunat -
lakarta, ... Agustus 2019

Hal : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ...

¥th. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barzt Nomor &

Di Jakarta Pusat

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah inl:

Nama S T

Pexerjzan S

Warpa Negara D R R
Alamat T ————
NEmOF BEBRROASHP 2 siceiimies it bobins st gt siassarim
Nomer faksimili

E-mail

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor .. tanggal .. memberi kuasa kepada ... (sebutkon nome Kugsa
Hukiirm Pemobior) .. adalah advokat/kuasa hukum pada ... fsebutkan nema Asosiasi dar Kudse Hukum )
.y DEralamat di ... (sebuikon alamot kontor dor] Kuosa Hukum Pemohon) ..., baik secara sendiri-sendiri
maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon.

Selanjutnya disebut sebagai Pemok

Dengan inl, Pemohon mengalukan permohaonan pengujian Pasal ... Undang-Undang Nomor
. Tahun ... tentang ... [sebutkan peraturan perandang-undangen yang hendak dimohenkan pengujian) ..,
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).



Kewenangan Mahkamah

Juraikan perihal ke gon Mah h ik mengadi parkarn pangufion Urdang-Undang
techadan Undang-Undang Dasar Negoro Republik Indonesia Takun 1945, Ketentuon-kelentuan peng
mengatur kewenangan Mahkomah Konstitusi dolom menguji Undong-Undang terbadap WD 1945 yarty
al. Pagal 24C ayat (1) LUD 1845, b Pasal 10 ayat (1) huruf o Undang -Undang Nomar 24 Tahun 2003
tentong Mahkamaeh Konstitusi; dan cf. Pasol 23 opst (1] huruf o Undong-Uindong Nomor 48 Tohon 2608
remtang Kekuasaan Kehokiman],

Contoh:

a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nemor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitus sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noemar B Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Momor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitus| (UL MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomier 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman (LU 45/2009), vang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenong mengodili pada tingkat pertama don terakhic yang
putusannya bersifat final untuk mengufl undong-undang terhadap Undang-Undong Dasar...”
Pasal 10 ayat (1) huruf a UU ME:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengodill pada tingkat pertama dan terakhle vang
putusannya bersifat finol untuk:

G menguji undang-undang terhiadap Undang-Undang Dasar Negaro Republik Indonesio
Tahun 1845".

Pasal 29 ayat (1) huruf a UL 48/2009:

“Mahkamah Konstitusi berwenong mengodil pads tinghat pertama dan terakhic yang

putusannyo bersifat final untuk:

a menguji éndong-undang terhadap Undang-Undang Dosor Negoro Republic Indonesio
Tatiiin 1945%.

o

. Bahwa permohonan Pemohon o quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas
Undang-Undang in cosu Pasal Undang-Undang MNemar ... Tahun .. tentang
. terhadap UUD 1945, Dengan demikian,

tdahkamah berwenang mengadili permohanan o qua.
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It Kedudukan Hukum Femohon

Juraikan perihal kedudikan fukum Pemohan dergan merujuk pada ketentuan Pasel 51 avat (1) UL MK
beserta Penjelesannya dan Peraturan Mahkamab Konsbitusé Nomar 06/PME/2005 featang Pedaman
Bpracare Dolam Perkara Penguilan Undang-Undang. Ureien hedudiken hukurm Pemohon serle Puluson
Maikarmah Kanstitus' Momar D06PUL-IN2005 tangga) 31 Me! 2005 dan Purusan Mahkemeh Kanatitusi
Nomor 11/PUL-V/2007 tanggol 20 September 2007).

Contoh

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1] Undang-Undang Nemer 34 Tahun 2003 tentang
Wahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan
pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak
danfatau kewenangan konstitusionainya yang diberikan oleh UUD 1945 diregikan oleh
berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

. perorangan Wiorga negord Indonesia [Termasuk kelompok arang yeng mempunyai

kepentingan samal;

b kesotuon mosyarokot hekum odot sepanjong mosih hidup dan sesuoi dengon
perkembaongan masyorakat don prnsip Megaro Kesatuan Republik Indonesio yang diatur
dalam Undang-Undang:

- badan hukum publik otow privat; atou

lemboga negara.

BN

o

. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor DOG/PULI-II/2005 tanggal 31 Me| 2005
dan Putusan Mahkamah Konstitusl Nomor 11/PUU-V/2007 tangaal 20 September 2007,
terta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian babwa kerugian hak dan/atau
kewenangan konstitusional sebagaimana dimakswed dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang
Nomar 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kenstitusé harus memenuhl ima syarat, yaitu:

o, odonya hok don/otoy kewenangon konstitusionol Femohon yang diberikan oleh UUD
1845

b hak don/atow kewenangan kenstitusional tersebut olkeh Pemohon dianggop dirugikon
oleh berlokunyo Undang-Undang yang dimohonkean pengujion;

. kerugion konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktuo! otou setidak-
ticeknyn potensial yong menurut penalaron yong wojor dopat dipastikan akan terjodl;

d, odonya hubungan sebab-akibor [cowsgl werband) ontors kerugion dimaksud dan
bertakunya Undang-Undang yang dimohonkan peagufian;

e adonya kemungkinan bahwa dengan dikebulbonaye permohonan moko keraglon
konstitusianol seperti yang didalifan tidak okan atoy tidok logi terjod

3. Bahwa PEmohon oI o s s i e st sats s s s ini
fsehutkan kualfkos! Pemohon denaan merufud poda oagha 1 tersebut df atas)



yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal .. Undang-Undang
Homor ... Tahun ... Eertang ..o e i,

{uwatkan bok konstiusional Pemchon dan alason ioemgn'ﬂ hok kenstitusional Permahon dengon
berfakunys morma svate Undang-Uindong yong dinioi bertentangan dengan normo UUD 1345,
merguk pade onghe 7 tersetusd oi atgs).

S

. Bahwa berdasarkan wraian tersebut di atas, menwut Pemchon terdapat kerugian hak
konstitusional Pemohaen dengan berlakunya Pasal ... UndangUndang Momor ... Tahun .
ORI e A i M A M
Dengan demisian, Pemohon memenubl syarat kedudukan hukum untuk mengajukan
permohonan @ guo;

[wrrmian penhol kedudukon hukum Pemohon disesuaiom dengon kebutuhon Pemohon dengan merujvk
poda aagko 1 sempai dengon angha 3 tersebut oi atosf:

. Alasan Permohonan (posits)

[Pamahan menguraikan alasan permohonan pengufion undeng-undang terhodap Undong-Lindang Dasar
1945 secarg rinc, BoekTR pergujian formil otow pengujien matei),

(Pemahon meneronghon daoffl don argumentns yuridis permohonan (uide Posal 4 eyt (3) Peraturen
Maotkamali Konstitust Nomor 06/PVK/2005 tertang Pedomen Beracara Dafemn Perkora Pengujion
Undang-LUndeng|].

{untuk memperkewat delif permokonan, Pemoshon dapat mengunghapkan secare detil hal-hal sebaga
bevikur:

a datil-dafil Pemohon disertar dengon dasar hukum don argementas) yunidis mengenal pertentangon
Undang-Undang dengan WD 1545 alau proses pembentuwkon Undang-Undomg vang tidak memenuhi
Fetantuan berdosarkan ULUD 1945 |

b bukti-buRti yang berk: d\ aherkil il hranan],

Pengujian Formil

(PUL yang berkennon dengan prases pembentukon Undomg-Undang yang tdak memenchi ketentuen
berdasarkan LG 1945,

1. Putusan Momor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 telah memberikan batasan waktu
45 hari sejak Undang-Undang disahkan dan dimust dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia, sebagal tenggat untuk mengajukan pengufan fermil,

{Pemohan menjelaskon tengpa’ Undang-Undang yang dimahankan pergujian disahkan don dimuoat
datam Lembarron Megora Reputiik indonecial.

o

Landasan pengujian fosmil

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU 12/2011),

Pasal 43 UU 122011

79



80

f1

Rancangan Undong-Undang dapat berasal darf DPR atou Presiden.

2} Rancangan Undang-Undang yang berasal dovi DPR sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} dapet berasal dari GPD.
(2] Rancengon Undang-Undang vang berasal dari DPR. Presiden. atau DPD karus disertol
Nerskoh dkademik,
(4] Ketentuan sebagainana dimaksud pado avat (3] tidok beriaki bagl Rancangan Undang-
Undang mengenar:
o, Anggaron Perdopatan dan Belanjo Negara:
b. penetopan Perotwron Pemerintah Penggoanti Undang-Undang menjodi Undang-
Uindang; otau
t. pencabutan Undong-Undang atau pencobutan Peraturan Pemerintah Pengaanti
Undang-tadang.
(5] Rancangan Undang-Undang sebagaimane dimaksud pada oyat (4) disertal dengen

keterangan yamg menmuat pokok pikiran dav mater maeten Feng ditur.
terhadap UUID 1945

Pasal 20 ULy 1945

1} Qewon Perwakilon Aokyat rmemegang kekuosooen membentuk endang -undang.

(2] Setiap rancangan urdang-undang dibakos oleh Dewon Perwakilon Rakyat don Presiden
wntuk mendapot persetufion bersama,

(3] ke raneangon Wndang-undang itu ok mendopat persetufuan bersama, rancangan
vndong-undang ity tidek baleh digjukon logi doiom persidangan Dewoas Perwakian
Ryt masa ity,

{&) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang vang telah disetuiul bersoma untuk
menjod] undang-undang.

Pasal 21 UUID 1945

“Anggote Dewen Perwokion Bakyor berhok mengofukan usul rancengan ungang -undong™.
3. Dalil dan argumentas: Pemohon

[untuk memperkuat dolil permohanan, Pemohan menguraikan secora detil dakl Pemohon disertal

dengan dasar f dan argumentasi yuridis mengenal proses pembantukan Undang-tindang yang

tidek mamenihi ketentuon berderarkan UUD 1545 dan bukni-bukti yang berkeitan dengan daiil
pernrohonan .

Pengujian Materiil

(PULI yang berkennan denaan mater muatan dofom syet, pasal, don/otau bagian dan undang: undang

yang danggap bertentangan dengan ULUD 1945),

1. Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengugian (mater muatan ayat, pasal, dan/atau
baglan darl undang-undang) bestentangan dengan Norma UUD 1945 yang dijadikan sebagal
dasar pengujlan (ayat, pasal, dan/atau bagian dari UUD 1345).



Conteh:

MNorma Undang-Undang,
Pasal 7 ayat (1) UU Nemor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan,

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak prio sudoh mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
ar pihak wanita sudah mencopal wmwe 16 {enom belos) tahun”,

Morma LUUD 1945,
Pasal 27 ayat (1} LD 1945;

“Segulg wargy negara bersernoan kedudukanmya o dafam hukum don pemerintahan dor
wajib menjenjung hukum dan pemerintohan ity dengan tidek odo kecualinga®”,

3. Dalil dan argumentasi Pemohon
(untuk memperkue! dall permahonan, Pemohion menguratkan secer detail dalil Pemakon disertal
dengan dosar hukum don argumentasd yuridis mengenal pertentanpan mater! mudtan aval, posal,
don.araw bagion dori Undang-Unaang dengen UUD 1945 disertal bukti-bukt] wang berkafton dengan
dialil permotonan
V. Petitum
[Menerangkan hol-bal pang diminto Permohon ustuk dipitus Mobkamah Konstitusi].

Berdasarkan alasan-zlasan tersebut di atas, Pemchon hon kepada Mahk h
Konstitusi untuk menfatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Pengujian Formil

1. Mengabulkan permohonan Pemahon;

2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang yang dimehonkan pengujian  tidak
memenuhi ketentuan pembentukan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1245 dan tidak mempuryal kekuatan hukum
miengikat.

3. Memerintahkan pemuatan putusan inl dalam Berita MNegara Republix Indonesia

sebagaimana mestinya.

Contoh:

1. Mengabulkan permohonan Pemohaon untuk selurshnya;

2, Menyatakan Pembentukan Undang-Undang MNomor .. Tahun .. tentang ...
(Lembaran Megara Republik Indenesia Tahun ..., Nemer ..., Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomos .| tidak memenuhi ketentuzn pembentukan undang-undang
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berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1935 dan tidak
mempunyal kekuatan hukum mengikat,

3. Memerintabkan pemuatan putusan ink dalam Berta Negara Republik Indomesia

sebagaimana mestinya.
Pengujian Materiil

1. Mengabulkan permohonan Pemohaon;

2. Menyatakan materl muatan ayvat dan/atau pasal dari undang-undang yang dimahonkan
pengujizn bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik indenesia Tahun
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

3, Memerintahkan pemuatan putusan Inl dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.
Contoh:

4. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhinya:

b. Menyatakan Pasal .. Undang-Undang Nomor . Tahum . teptang ..o
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ..., Nomor ... Tambahan Lembarzn Negara
Republik Indonesia Nomor ..} bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempuny ai kekuatan hukum mengikat;

& Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indomesia
sebagaimana mestinya,

atau kanstitusional bersyarat (conditionally constitutional)

2 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk selurubnya;

=

Menyatakan Pasal . Undang-Undang Nomar ... Tahun . tentang ................. [Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun ..., Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor ..} bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1345 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mtnglkat secara bersyarat
[conditionally constitutional) sepanjang dimakmal ... T T—

€, Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik ndonesia
sebagalmana mestinya,

atau tidak konstitusional bersyarat (conditionally unconstitutionaf)

a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

b. Menyatakan Pasal... Undang-Undang Nomaor .., Tahun ... TeRTaNE ... mems |LEMERaTaN
Negara Repubiik indonesia Tahun ..., Nemor ..., Tambahan Lembaran Megara Republik
Indanesia Namor ...| tidak bertentangan dengan Undang-Undang DasarNegara Republik
Indonesta Tahun 1945 dan tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
(conditionally wunconstitutional} sepanjang tidak dimaknai ..o e el



¢ Memerintabkan pemuatan Putusan inl dalam Benta Negara Republis Indonesia

sobagaimana mestinya.

atau
Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat |ain, mohon putusan yang seadif-adilnya [ex

oegue e bana),

Harmat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemahen,

1. R
{nome dan tandea tangan)

(mama dan tanda fangan)

83



84

6. Contoh Permohonan PHP Kepala Daerah

EISTEMATIEA
PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON

IDENTITAS PEMOHON

HEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangen Mahkamah Konstitusi uniuk
memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan
suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/ Calon
Bupati don Wakil Bupaii/ Calon Waltkota dan Wakil Walikota sebagai
whiek persalisihan,

1I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Permohonan  menjelaskan  kedudukan hukum dalom  mengajukan

permohonan antara laim:

1} Pemohon adalah Pasangan Caion  Gubernur dan  Wakil
Gubernur/ Calon Bupati dan Walkil Bupati/ Calon Walikota don
Wakil Waliketa Peserta Pemilihan serta Nomor Urut Pasangan
Calon Peseria Pemilihan berdasarkan Keputusan Termohan,

2 Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdafior don
memperoleh  akreditasi KPU/KIP  Provinsi  atau  KPU/KIP
Kabupaten/ Kota, dalam hal sefu pasangaen calon; atau

3} Alasan-alusan loin yang lerkail dengan syarat formid loinnga
(misalhya: jika diperlukan, antara lain ketentuan Pasal 158 U0
lay20146).

1l TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohorn menjelaskan tenggang wakiu pengajuan Permohenarn sesual
dengan fetentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat
{3} PME 642020, yaitu diajukan dalam jangka wekty paling lambat 3
{tigal hari Kerja terhitung sejak Termohen mengumumkan penetapan
peralehan suara hasil pemilihan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pemaohon menjelnskan  kesaluhan  hasil penghitungun suara gang
ditetapkan oleh Termehon dan hasil penghitungan sudra yang berar
el Permohon.

V. PETITUM

a. Menyatakan Permohonan Pernohon dikabulkan,

b. Membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota tentang
penetapan perolehan suara hasi! pemilihan Calon Gubernur dan
Wakil Gubsmur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikofe
don Wakil Waltkota,

©. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Gubermur dan
Wakil Gubermur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walkota
dan Wakil Waliketa yang berar menunit Pemohon.



- Kop surat -

s

Hal : Permohonan  Pembatalan Keputusan Kemisi Pemilihan
Umum/Komist Independen Pemilihan Provinsi/ Kabupaten/Kota ...
Nomor ... tentang Penetapan Perolehan Susara Hasil Pemilthan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil
Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tanggal ...

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertenda tangan di bawah ini;

1. Meuna
Alamat e R o S e S R Y

NIK

2. Nama

e-matl _.

«or-{sESUAL KT

HLK

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil
Bupati/Czalon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Cslon
Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Wakil Wahkota di Provinsi/Kabupaten/Keta ...
Tahun 2020 Nomor Urut ... Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ...
tanggal ... dalam hal ini memberi kussa lepada;

Ij.. (Nomor tanda anggota ...}

2) .. (Nomor tanda anggote ...)

B s e e @816 (Nomer tanda anggota ...J

A
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Kesemuanya 'adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor .., yang
beralamat di ..., alamat email ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama bertindak untuk dan ataz nama Pemberi Kuasa,

Selanjulnya disebul sel  -mmeeees seemrennseen oo~ PEMOHON.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/
Kabupaten/Kota ..., berkedudukan di Jalan ...
Selanjutnya disebut SEDARA] ==ressrererersssmsmssserrsansnaes TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permeohonan kepada Mahkamah Konstitosi
perithal Perselisthan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon
Qubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil BupatifCalen
Walikots dan Wakil Walikota ..., berdasarkan Keputusan KPU/KIP
Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapon
Perolehan Sware  Hasil  Pemilihan  Calon  Gubernuy  dan  Wakil
Gribernur/ Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil
Walikotn Tahun 2020 bertanggal ... yang diumumkan pada hard ...
tanggal .. pukul ... (WIT/WITA/WIB).

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

&, Bahwa berdasarkan Pasal 157 avat (3) Undang-Undang Nomor |
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Waliketa menjadi Undang-Undang schagaimana telah
beberape kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 ientang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggan
Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tehun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengeanti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan
suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi
sampai dibentuknyva badan peradilan khusus;

A



b. Bahwa Permchonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan
perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil
Walikota ..

€. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon
Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara
perselisinan  penetapan perolehan suara hasil pemiliban Calon
Gubernur dan Wakil G\Jbtrnurjcalnn Bupati dan Wakil Bupatif
Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020,

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peératuran Mahkamah Konstitusi Nomor
6 Tahun 2020 tentang Tata Berncara dalam Perkara Persclisthan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, [PME 6/2020)
menyatakan ..;

b. Bahwa berdasarkan Eeputusan KPU/KIF Provinsi,/ Kabupaten/Kota ...
Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Pemohon sebagal pasangon
calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termehon);

¢, Bahwa berdagarkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota ...
Nomor ... tentang ... (misalnye: Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
Peserta Pemilihan Calon Gubermur dan Wakil Gubemury Calon Bupati
dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dun Wakil Waliketa Tahun 2020]
bertanggal ..., Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil BupatifCalon Walikota
dan Wakil Walikota di Provinsi/Kabupaten/Kota ... Tahun 2020,
dengan Nomor Urat .

atau

Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor

yang diperoleh darl  KPU/KIP  Provinsi atau KPU/KIP
Kabupaten /Kota, Pemohon adalah Pemantau Pemilithan yang telah
terdaftar dan memperoich akreditasi dari KPUJKIP Provinsi untuk
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU/KIP Kabupaten

AL
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untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau KPU/KIP Kota untuk
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemochon,
Pemchon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan
Permohonan pembatalan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/
Kota ... Nomor ... tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara
Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati
dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ...) dalam
Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan
Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi/
Kabupaten/Kota ... Tahun 2020.

OI. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncte Pasal 7
ayat (2} PMK 62020, yang pada pokoknya menyatakan
Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling
lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan
perolehan  suara  hasil pemilihan cleh KPU/KIP  Provinsi/
Kabupaten/Kota;

b. Bahwa Keputusan KFU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...

tentang ... (misalnya: Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

Calon Gubermur dan Wakil Gubemur/Calon Bupati dan Wakil

Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Waliketa di Provinsi/ Kabupaten/

Kota ...) dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/

Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota

... Tahun 2020 bertanggal ... vang diumumbkan pada tanggal ... pukul

o (WIT/WITA/WIB);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon,

Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih

dalam tenggang waktu pengajuan permochonan sebagaimana

N

a

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,



IV. POKOK PERMOHONAN
1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh
Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai
contoh schagai berikut:

Tabel 1A
{untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)
No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 1.500.000
2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 1.450.000
3. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 1.490.000
(Pemohon)
Total Suara Sah 4.440.000

({Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua
dengan perolehan suara sebanyak 1.490.000 suara)

Tabel 1B
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan
Wakil Walikota)
No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
: X . Pasangan Cal(;n N:)r;r U;u_t 1 500.000
2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 450.000
3. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 490.000
(Pemohon)
Total Snara Sah 1.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkal kedua
dengan perolehan suara sebanyak 490,000 suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon,
perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh
sebagai berikut:

A1
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Tabel 2A

(untuk pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur)

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 1.450.000
2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 1.490.000
2. | Pasangan Calen Homf Urut 3 1.500.000
(Pemohon)
Total Suara Sah 4.440.000

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama
dengan perclehan suara sebanyak 1,500,000 suara)
Tabel 2B
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/
Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 450.000
2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 490.000
3. |Pasangan Calon Nomor Urut 3 500.000
{Pemohon)
Total Suara Sah 1.440.000

[Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama
dengan perolehan suara sebanyak 500.000 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut
disebabkan adanya:
a. Pengurangan suara Pemohon di Kabupaten/Kota atau PPK atau
TPS, yakni ....

b. Penambahan suara bagi pasangan calon lain di Kabupaten/Kota
atau PPK atau TPS, yakni ... .

€. ...dst

AL



V. PETITUM

Berdas

arkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan

putusa

n sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,;

2. Membatalkan:

a.

Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...
Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil
Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020,
bertanggal ... 2020 pukul ...; atau

. Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota ... Nomor ...

Tahun ... tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Walkkil
Bupati/Calon Walikota dan Wakil Waliketa ... Tahun 2020,
bertanggal ... 2020 pukul ... sepanjang mengenal perolehan
suara di TES/PPK ..;

3. Menectapkan Perolchan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur/Calon Bupatu dan Wakil Bupati/Calon
Walikota dan Wakil Walikota ... Tahun 2020 dalam Keputusan
KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tentang

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota
dan Wakil Walikota ... Tahun 2020, yang benar menurut Pemochon

sebagai berikut:
No Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 .. Suara
2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 «o SUATH
3. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 i AOETA
(Pemohon)
Total Suara Sah ... Suara

Al
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(untuk petitum membatalkan Keputusan KPU/KIP Provinsi/
Kabupaten/Kota keseluruhan)

4. Memerintahlean kepada:

a.

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Provinsi/Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan

penghitungan suara ulang di ...

. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan pemungutan

suara ulang di ...

. Komisi Pemillhan Umum/Komisi Independen Pemilihan

Provinsi/Kabupaten/Kota ... untuk melaksanakan pemilihan

ulang di ...

5. Memerintahlkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota .. untuk

melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan

vang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
PEMOHON/RKUASA HUKUM PEMOHON*

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

L

dst

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani olch

kuasa hukum
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7. Form Laporan Observasi Persidangan

Hari dan Tanggal Observasi

Anggota Kelompok

Sebutkan Nama-nama
anggota kelompok
yang melakukan
observasi

Jenis Perkara yang diobservasi

Pengujian Undang-
Undang atau
Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum

Agenda/Tahapan Persidangan

Pihak-pihak yang berperkara

Sebutkan nama-
nama/pihak-pihak
yang hadir  dalam
persidangan

Komposisi Hakim

Sebutkan nama-
namanya

Deskripsi Perkara

Narasikan Duduk
Perkara yang di

sidangkan minimal
150 kata !
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Analisis Situasi Persidangan

Narasikan/gambarkan
suasana persidangan
yang diobservasi,
minimal 150 kata !

Catatan Terhadap Proses
Persidangan

Narasikan Catatan
terhadap proses

persidangan minimal
150 kata !

Komentar terhadap Putusan

Buat komentar
terhadap putusan
minimal 250 kata.
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8. Display/Seting Ruangan Sidang Mahkamah

Konstitusi

DENAHPERSIDANGAN

- . A e e

PE

PANITERA
PENGGANTI

TUGAS
SIDANCAN
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9. Atribut
Toga Hakim MK

-,

Toga Advokat

a. Toga Hakim MK

Tampak Depan

o © o © o¢

=

TETANEAT!

an dard bes atan di bahy kanan

dan kirl

ang tempat mengaitkan kahung jal

Plook pada panghkal lengan masing-masing 8 (delapan) boah
n) 20 em |disa g
Daaifbefl terbuat dan balisn karun TC berwarna putih berempel 8

Ujung lengan [beludirn warna }

{dedapan), panjang 25 [dua puluh lima) centime

Simare dengan bahan satin wama merah hati KSP224,
Kancing warma

belas) buah

tam ukuran 1

1 [satu centimeter) jumlah 17 |tujub

Bahan dasar kain hitam Hugo Nate Jet T with 320,

Jardk antara simare denga tpkal lengan 5 cm (lima eemntim




Tampak Belakang

Keterangan:

1. Kerah model shanghai tinggi 3 cm (tiga centimeter).

2. Simare belakang warna merah hati KSP224, panjang atas ke bawah 20
cm (dua puluh centimeter) dengan lebar menyesuaikan ukuran toga (S,
M, L, XL).

3. Plooi punggung menghadap ke kanan 11 {sebelas) buah Panjang 15 em
(lima belas centimeter).

4. HKaitan dari benang tempat mengaitkan kalung jabatan di bahu kanan

dan kiri.

b. Toga Advokat

Keterangan:
. P 1. Warna Hitam;
e\ il 2. 8iM = " =
T | ~ (\ sate
L=l |3 N i R
. : ' { mas
‘ | —t—Tt— 4 4. Kar
. —j—- | z dibt
[1]:] (2 - 1 5. Uu i
L 1a 1 ] | lebg ey ;
* 6. Plo()l puﬁgyuuy 11 vuaitl.
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Risiko Kegagalan dan Antisipasi

No Risiko Kegagalan Antisipasi
! Pertemuan tatap muka | Mengatur Jadwal untuk
tidak dapatdilakukan | kelas pengganti
Mahasiswa tidak dapat
jakan tu .
raenigenakan ugas Memberikan tugas
2 | karena alasan yang
. tambahan
bisa dipertanggung
jawabkan
Dosen tidak dapat Dosen merekrut
3 hadir dalam koordinator untuk
perkuliahan atau mengasistensi
melakukan supervise | kehadiran dosen
Mabhasi iberik
, | Mahasiswa tidak hadir maa:“::a;:;zzeinan
Role Play gas yang g
sebelumnya
Menonton rekaman
sidang dengan agenda
Tidak dapat menghadiri| yang diinginkan dalam
5 | secara langsung perkara PUU/PHP
persidangan di MK melalui Youtube,
kecuali dalam proses
pemeriksaan saksi.
Akan diganti d
Pembuatan putusan an Gigant dengan
. . penambahan waktu
6 | menyita waktu lebih
: ) .. | pembuatan berkas
panjang dan lebih sulit.

lainnya.
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
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Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan jo Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
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Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan
Konstitusional Lembaga Negara.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008
tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai
Politik.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009
tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat
DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden.
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Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Permohonan Pemonoh,
Jawaban Termohon, Dan Keterangan Pihak Terkait.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009
tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik

(Eletronic Filing) dan Pemeriksaan Persidangan
Jarak Jauh (Video Conference).

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Tata Beracara dalam Perkara Hasil Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang
PHPU Anggota DPR dan DPRD.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
PHPU Anggota DPD.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang
PHPU Presiden dan Wakil Presiden.
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dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan
sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Jambi. Aktif sebagai anggota Asosiasi Pengajar
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Pengajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta
Asosiasi Pengajar Hukum dan Gender.

104



LAMPIRAN

Lampiran 1 - PMK No. 1 2020 tentang Persidangan MK

Lampiran 2 - PMK No. 2 2021 tentang Beracara
dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
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Meerminban g

Wer gl

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a hahwan Periiran Mahkamabh  Konstiius Nomor 1

Tohun MHIE  temtang  Pemmslangan  Mahkameh
Konsisrunl dipandang telah tidok sesox dengan
perkembangan hukum den kebutihan - masvaraia:
serin  belum mengakonsdic  pelnbsanaan  aidang
penyampamn  laporan  mhuman, schinggm  periu
digann  dengan. Fermmuran  Mahlcoman Konstioos
Wndig Faaiii,

bahwn  berdannckun  pertimbangan sebsgaimsin
dimaksod  pado  hurel a,  perlu  menetoplian
Pesmbiyran Mahkumaly - Kinsaiias LERLAn
Persidangnn Mahkamauh Konutitis;

Uincang-Undong Nomor 34 Tahun M05 tonimng
Mahleamah - Komstitusi sebpgatmana telah diigbiah
depgan  Undang-Usidang  Homer & Tabun 2011
teninng Perubabon Atns Uncnng-Undang Nomor 24
Tahun 2003  tentomg  Mahkomah  Konsemosk
{Lembaran Negara Repubilk Indapesta Takuin 3011
Momor 7D, Tambaban Lembaran Fegars Fepnblik
Irsilansesin Nomor 5I26))

A
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Y. F

2. Perstutaf Mahkamah Konstitus) Namor 3 Tahon
2019 pentang  Prodisk  Huduwm | Makkamok
Hoanstirual;

Menstaphan - PERATURAN  MAHKAMAH KONSTITUS!  TENTANG

PERSIDANCAN MAHKAMAN KONSTITLIS)

BAR 1
HKETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dialam Perarimn Inl vang dimaksud dengan-

L.

Mabkamoh adalal Mahkemah Konsutos: sebagnamann dimakecd
dalam Undang-Undang Clasar Nl.u:ra Republik Indunesia Tuhoa
1945

Kriyn Mabkamah adakals Fetua Muhkamah Ronsotusl,

Halkim mrdalah Hakim Kenstitual

Peraidinig dalah sl dan Rapat Permusyawsrntmn Hakim
van lilakoskan pleh Mohkamah.

Hidang adalah sdang panel dan sidang plenn yang dilikulka aleh
Mahkamah terbukn untuk umum dalam memerikaa, mengadili, dan
mEmTUE perkar

Rapat Permusyawaratan Hakim selanjutnys diseber BPH, adaiah
rapat vang dilekukan cleh Maohkamih  tertutop umink umim,
Aok pengamiilan puusan.

Ketun Sidang: adalah Hakim yung memimpin sldang panel dian
sidang pleno

Keta Ropat adalah Haldm yang memempm RPH,

Majolin Hukim aclalah parn Hakim yarng melsksrsbon sediorsg.

. Paniterm Mahlsimah Eamatiiasi yang selinjuinys disefior Peniter

pclndnh  Pamitern Mahbzmah  Bonstitus sebagoomans - dimalkesed
dafam Undang:Undang Nomor 24 Tohun 2003 tenmng Mahkamah
Konstiins  eshagalmana telih diobal dengan Undang-Undasg

A



Neomor B Tahun 2011 tentang Perohabon Auns Undang-Undang

.Hnmm' 24 Tahun 300] tentang Maohkamab Eonstitesl

Panliera Muda Mahksmah Bonstius yang selanjutnyn diseba
Panitern Muds  ndaleh wnmser pembaite Pemtern dalam
melaksanakun mgas teknis adminintrahl persddan.

Panttera Prrggonit Malkamah Konstitusl yang selanjuinys disebut
Penitern Pengganti  adalahy unsur  pembantu  Panitera. vang
Paru -Pihok odelnh Pemobon  danfnimu kuasanya, Tenmohono
amn otay - kussanyn, Presiden dan fatae yang mewakill, Majels
Permusyawaratan Rokyal dan/sisu  yang mewskill  Divsn
Perwakidan Eokvor danfameu vang mewnkili, Dewan Perwnkilan
[Daemh dan/pimu yang mewekil, csevie Pihik Terkast darfatay
frinsarya. yong hadic o persidangn,

Pk Latn adalah pibak-plhak selidn Para Pk yang tadic dalsm
permclnngan.

; Pengunjung Siding wdalal crang yang hadis di o persidengan

Mpfkamah wniuk ineﬂzllmu Julanviyn persidangan, baik i daliem
muupar i hoar Tanng mdang.

BABII
BITANG MAHHAMAH
Pacal 2

Jenis siding Mahkamoh terdin atos:
u. Silung Yudistal ynitu Sidang Panel Mahkamah dan Sidang Plenn

Mohkamah;

b, Hidang Non-Yudisal

L]

[&]

Pasal 3
Sufang . Punel Mulskamak sobagumenn dimnksud dalam Pasal 2
hairiul i dilaksasakan dniuk mémerikss kelenghapan dan kejelasan
masleri prrmabonon, memerikse perbalkan periobonin, memerilsa

-pakonk permohonim, dan fatsu pengesaban alil bkt

Sidang Panel Mahkuial schigamana dimaksud pada avar (1)

Al
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1]

A1)

il

2

il

dihpcliri aleh paking h:rl.r_u A [tagn| Hakim

Pusal 4

Siding Flens Mahkamah sebagamana dimaksod dalom Pasal 2
htirul a dilnksanoksn untubl memerikes don mendeingar Helesangnn
fara Pihak, ahl, -saks, Pihok Lain don/awue menge=ahkan aln
bk, serls pengucapan putEsan.

Bidanyg Pleno Mohkanml sebagaimans dimaksud pada ayar 1)
dihadin oleh % fsembilonp Hakdim, miau paling kumnog 7 (flwguahb|
Hakim.

Pasal &
Aidang non-yudiskal sehagaimmana dimalsod dalom Pesal 2 horaf b
pclalnh Sd.li.u.m Plenu  Khinizs Mabkamoh vang tﬁ:llrlmm.mk-.n
talmm: ranpgha:
4. pengueapan sempah et Wakil Ketia terpildtc
b, pervampasin bporan abunan Mahkimals.
Hidnog Pleno Khusus Mohkamah sehagaimana dimaksod padn aeat
|81 dihadiny aleh $ (sembilan) Halbdm, sta paling kasang 7 (rupah)
Hakdm

BAR I

TATA CARA BIDANG YUDESIAL
Bagian Hesatu

Umam

Pusal &
Tatn carm sidnng-sebmgar beribu:
o Sevap Hokim n;mlphunpmdnlurhmwuh&;m siding
b, Mogelis Haldim m# gl beiepat dudiak yosg telah dilentukan;
e Retia Sidang mengenakkan paly tgs kol uniuk - membuka

midnng,
d  Bewlnh Swdnng dibuka, Ketua Sidang menyomgazkun spemls
sidang

e Kefun Sidang mengetukkan paln saw kel untuk sethap

AL
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EEL

(R

el

keputman yang ditwpsi dalim Sidang

1, Ren Sidang mengetukkan palu sata Eali uniok mergesahlon
alat buikts yang dinfulein obeh parn pihak;

g. Hetua Sidang mengriukkan palu sard kali setelah selesal
mengucopkEan amar putusso; dan

h Bemun Sidang menseiakkon polu b.n.u. kafi unick memitup
aidang

Dalem hal Ketus Sidang i, dun melanjutkan wdang yang
ditanda, Ketua Sdang menpriokkan palid gali kadi

h.ﬂ!lﬂ Kedun
Bidang Fanel Mahkamah
Pazal 7
Paru Pihak, saksi, ahli, Pihak Lion dan Peoguejueg Sidaog
menandatangani daftar hadir ssbelum meiphadin widnng.
Pumitern poclaporkan kehadiran Pare Fhak, saks, ahb din Fhek
Lain kepawdn Eetuin sidnng
‘Paru Filok, saksi ahli Phalkc lain don  Pengunjuog Sidaog
menempats bempat dueduk vang 1elah ditsentulen.
Ketun  Sidang mml.nﬂu; Bulang Panel lan mervamkan sideng
ditukn  dan terboka  untik  umum, kecuali Majeits  Hakim
menenikan lain.
Kol Sidang memperailalon Pura Fihak mn]ﬂullu]n wlirl.
Farn Fihali mengenadknn masing-masing sakai dam ptee shh vang
diajuslcan,
th- dan alll mengucephon sumpah ami Jan)l eesual dengan
WEAM nkasi Eepercavaannya MRESITE-maEing s belum
menyampaikan keterangannya, yang. dipandis oleh Halkom dan
didoeng I i oleh J.I.'II.'I.I 5 i, kecual daenmibsin in oleh Haldm,
Ketua Bidang memberikan desempalan kepods pemobon untuk
menjelankan pokok-poke premohorsinrys
Betus- Sidang memberkan kessmpatan kepadn- Pora Pihak ok
menynmpmkmEn  Kelerangan dangatin  tEnEgepes Arsuek ienigan

pr
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gl permoh narn,

110) Kelua Sidang memberiinn kesempatan kepadn saksi dan/stau ahli
untuk menyampaikan  keterangan dan/amo  moggapan  sesumi
dergan pokok permohanan.

111] Ketien Bidnnjg memberikan késempaton kepatda Parn Pk aniuk
mengajulcin  pectnnyaan dan/atEy  EnEgapan, atis  keserangnn
ssabad e fartan ahill.

113 Ketus Sidang memberikon  ledsempatan kepadn  Hakim timiuk
menganikan. prrianyaan kepada Par fhak, saks, don/amo ahli

(13} Ketun Sidang memberi kesempatan kepada Fue Pihak mengajukan
alut/dokumen bukti dalam sideng kepada Mogelis Heka melahe
pelugns persidangan

{14} Ketun Sidang mengesahian alal/dokosmen bukti dalem sicang

113} Ketun Sulang enenomp sidong setelah dinyataknn sebeam.

Baglan Ketiga
Sidang Fleno Mahlmmah
Pasal B

|1} Purn  Pihak, sakwi; shll Phek Lam dan Pengpingung  Sidang
mcTu pelatangint dalar hodir sebelum menghadin sidang.

121 Pandters melaporkan kehmthirnn Pari Pibak, siksl, Pilok Lan dan
hli kepada Keitun =sidang.

{1y Para - Pihak, sakml, ahl; fbok Lan don  Pengonjung  &dang
enenemputl tEmpt dudok yang elah dicentokan.

4] Hetua Sidaing membako Sideng Plenn din menyaiaan sdang
dibuka don ferbuks  wmuk wmum, Ckecuali Magelis  Halkdm
menentulean ki

5] Kretus Sidong meinpersibakoen Pans Pihok mengeaslkan diri.

16| - Para Fibak mengenallon masing-mnsing saksi don) ntos abil yung
danuknn.

(7] -Soksi itan ahfi mengucapkan sompah Gton jan)l sesunl dengan
agama  gleu kepereayamnnys  masing-mosing - sebelum
mervampnikan  Keteranganoyn, yang dipunco aleh Hakm dan

A
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f1a}

(

112

13

(]

12

fifnmping aleh jiura pmahy, keeuali dia url lain oleh Halim.
Eetua Sidang memben” kesempatan Kepadn Pam Pihak untok
memberikun keterangan dan/atEn mnggapan sesunl dengan pokok
prrmhonan;

Metis  Sidang  membenn  kesemnpatan  Kepado  Hakiitn  usitik
mengaiiEkan pertnnyann kepada sakest danatan ahle

Hetus  Sidang bl ki patan kepadd Parma Pilhak onmk
mengajuksn pertanyoan  kepnda  enkoes danfaiau ahli yang
dingukarnnym seadiel

‘Ketas Sideng memberd kesemjsatan kepadi Pars Frhak mengajelan

idnt {dokumen bukt dalom  sidang Eepada Mapelin: Hakim melalui

priughs sl
Ketun Sidnng mengesabkan alit/dokimen buke dalom sidang.
Eetan Sidong menatup sidang b widnng o Ko o
Bagian Krampat
Tatn Tertlh Sidang
Pasal 9

Parn Pihok, mike, ohli, Ptk Lain din Pengunjung Sidaong sajlb

luodir sebelum persidangan fimulm,

P Pilek, sakss, ahlsy, Pihak Lon don Pengunjing Sidang

metiprnakan pukainn rage dan sopan, den sfvobdd mengenakian

g .

Parn ‘Pihak, saksi, ahli, Pihak lain den Pengunjung  Bideng

wehagmirnns dicncksad padn avad (1) wajib mengennksn tanda

pengenal dard Mahknmah

Pengagnjung Bldong bersibap tertib, tenang, dan sopan,

Lasangnn bagi Pengunjang Sidang

@, behum berusia 12 huan, kecunki otas perintob st @in Fakim
unifik kepentingan pemeriksaan atau uniuk kepentingan wang
relevan:

b, nemlwwa sl dan/sian benda-ibenda Inin vang  dapat
mem bahayakon atis mengganggu jalamya sidang

AL
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i

i

e

e bkt gadidb, berlahs-alang, bereorak-somnl, don bertepuk
LR

cll, mem b alas Ermunikesi ekkronik ke dalam nieng sidang;

e membanm pernlaton demonsirasl

L merusak don/aten  mengennged fungsr samann, proaatanm,
dun i perlempkapan persslingsn;

g makan, mimam, dan memokok;

b, menggunakan topl, kscamate hitem, sasdal jepit, don keos
oo

i, menghms Parma Fiholk, saksl, abll, Phok Lain dan Peagonjong
‘Bidang,

j. memberikon dulmngan, komeotar, sankn, W@ORgEpan, i
meagafizkan keberatan atas keterangan yang diberilon oleh
Parm Pilnk, saksi, nhli don Phak L

k melalouknn  perbunian  otod  tingkeh  Inku  yang depat
mengganggn persidangan atat merendahkan kehormaton dan
martabai Hokim sertd Rewitasaan Mahkimah:

I memberikon ungkapan mms permynisan di dolsm persidangan
yang lanys berupa ancoman terhadap independensi Hakim
dalnan membuy periara,

Keteniunn schagaimpna  dimaksud padn avnt (41 dan myat [5)

berlado jogs bogl Pare Pihak, salos, dam ahb,

Keteniunn  sebujgnimans  dimaksud  peds svee (§ O el oo

dikecualikan bag jurnalis:

Para Mhak, saksl ahli, Pihak Lam. don Pengunjung Sidang

LR T d.lmmd. padii @vat (1) vang terlambor hadir tidak

diperkenankan masul ke ruang sidang sebel e s Lk izim

fart Mahlenmnh.

Pasal 10

Tata tertih sidang sebsgnimann dimaksod dalom: Pasal & Beraky seeam
mutahis-mutaratis untuk persldangan jarak jauh {eiden conforomoe,
kecuall dientukan lain oleh Mahkamankh,

AL



Paual 11

i1} Kewajiban Pura Pihak. saksi. -ahli. Pilak' Labn, dicc Pengngismg
Silung:

a, menempeb empat duduk yang telah duedilan seon duduk
dengnn tertib din sopan dulsm persidaonging

h, menunjuklan sikop hormat kepada Majelis Hoom dengan:sikog
berdiri ketilen Migjells Halom memosuki dan meningglkan
Taang uir!.u.np:.

i member  hormat  kepada l_{qj:lia Hokim  dengem - ikop
membaingkukkan ladan setdap memasull dan meninggalkan
Tuang sidang.

1) Dalasn  hal Para Phak, saksi, abli dan Pihak Lam  akan
menyampaikan prodapat deei/ sl laogEe peienyd, terlehih dishadie
meminin danatnu mendnpat izin Bebin Sklang.

{3 FPars Pinak, saksi whli dan Phok i memampaioon. ketemmgan
wetehih dibecikin kesempansn oleh Ketua Sidang.

(4] ‘Para Pihok werahilean  berkas i dalam sdang opsd
Mlapeiin Hakim: melalo pefugas sidong yang ditigaskn oo it

(3l Berhas petars yung tedombat dimasokisn dokam ruang siding
dapat  diperboleh mosiik lmh Eemperalch  perssliglinn
Mnhlamal.

Pasal 12

Maifikamals dapat enentukan jumish Pama Fhalk, saled, Fhak Laln dan
Pengumnjung Sxing ying mssuk ranng sidang

Pamal 13
Parn Pihak, saksi, ahll dan Pihok Lain yang akan mengganakan media
elélcimnlic miik pribidi wetul dibubungkan dengan Bisilbias: slekironik
alpil menppsinakan fasdlitns brin milik Mphkamab vang diperluksn
dalnmn  sidang membernmbokan kepads  Keponiberosn . Mahkamah
merwelum. pu-uidlnlnn.dmulu.l.

Fusal 14
i} Pehagas kesmanan mebegur Peagunfeng Siding yshg mmelsnggir

Al
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121

(]

1

ketentuan dalnm Fasad © sy (2, syl (31 symt (4, mymt (5] beraf o,
lewrof b, horel e, buref d, borod e, borad 1, borof g, den b b,
Dalam hal erjedi pelanggaron oleh pam pohak, saksl, ahl dan
Fhak Lom tethadap Pasal 9 syal (51 hanil & haraf §, el k dan
hurul |, Ketun Sidang rdan memberilan peri
Felunggarin teihasdap ketentnn dalom Pasal 9 ayat i) hoad & dan
hurul 1, merupakan peoghinsen echadap Mahkamah
Setrelah  diperingntkan  denpanm.  potut ferhodap  terjedinya
pelanggaran sebogamano dimaksod pado ayar (3) tetopi didak
dilndahkan, Ketua Swleng memerintabian parm pihak, sakal, alsli,
Phak Loin dapfetei Pengunjung - Sidang kelosr don ruang. sdang
whans geding Mahkamah.
Bagian Rellma
Beritn Acara $idang
Fasal 15
Berita Acara Sdlang memuat fakita dan perstion yang tegadl dalom
permitiargnn
Beritn Scarn Bxdong Panel d#an Sidong Feoo Mahkamnh disusuan
aleh Panisera Penggantl dan ditondatongani aleh Ketua Bidang dan
Panlietn Pesigpanii )
Berita Acprs Sidang Paned dan Pleno sobelum ditandomngani aleh
Ketun Sidong dibubuhi poral aleh Ponstern atav Paniiera Muoda.

BAB IV
RAFAT PERMUSTAWARATAN HAKIM
Baginn Kesatu
Umnum
Pasal 18
RPH diselenggaral untok  pembnk Hurul-snirat  berkait
fengun. pericara, peentilianaty perkisn, pengambilan putusan, dan

fimadisas porisen,

AL
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i
i)

]

il

[
19

KPH sebagaimana dimalesud padda ayat (1] diboidic obeh % |sembilaing
Hakim, atan paling sedlkie 7 frojub) Haldm,

Bagian Eedua
Tata Cara Rapal Permnsyswarstan Hakim
Pazal 1T

Setiap Hakim menandatmnegnm daftor hisdie sobelem 2FH
Hukim mensnpati tempot dudok yang t=lah ditentulcan
Panilerm; Paniters Musla, dan Papiers  Penggantl | meayiapkan
muoteri yang alomn dibabas,
Ketun Hapat memboks dan megyvampaikon ogenda mpat.
Panltera ata  Pandtern Muda  melaporkon materi yang akan
ibahan.
‘Ketua Hopoi memberi kesempatan  kepaoda pars Holam ik
meryumpaikan perlepotsye,
Hakim dapat memberiban samn, enggapan, oiau kebeotan atas
pendapat halom yang o,
Petgps BPH menuyangkan mater vapg skan dibohas
Kotun Ropat memyvampaikas esbmpailan rapat.

(18 Ketun Rapat menstapion haldm drafer pomwsan,
111} Ketua Rapal penuiup mpat
112} Petuges RPH membunt motuln vang memuat falcta dan peristros

{1

yang terjadi dolam REH dan dimndatamgani oleft Ketun dsm
Panitesn atay Pandtern Muda;

BABV

TATA CARA BIDANG NON-YUDISIAL
Eaglin Kesaty

Umum

Pasal 14
Sidnng penvampainn lporan whunan Mabkamaeh  selspimann
dimaksod dalem Posal 5 ayst (1) buraf b diselenggarnkon dalam
Eidirg Plemn Khusas Mahkamah,
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2
13

(5]

i1

2

I

Biding Fiend Khaisus Mahlcamah dipmmpin pieh Ketua Mahicomah:
Dalam hal Ketin Mulikamali beehalangan, Sdang Mens Khasus
Mahkamaly dipimpin cleh Wkl Ketia Muliiamah,

Cladaen bid Keruo don Wakil Eetua Mahkameh berhialingam, Sidang
Pler: Khissis Malklsorah dipimpin olek Hakim yang terton isiony.
Sidang Plena Khusus Mahbkamal
Pazal 19

Tabi 4w Bictang Fleno Bhusus Mabkomah sebagai benibkun
. Hokem menandabamgem dafiare ladie,
b, Hakim menempati tempat dudhak yang telah detentulkan:
. Ketua Sideng membuka aidang dengan mengetukkan palu tga
eals;
it K=us Sidang menvampaikisn apendo tidang:
Wemin, Sidary  menyampalcon  Pidaw  Laperan . Tabunan
Mahkamah; clan
I Kewa Sidang menutup sidang dengon mengetukkan palu bpa
kealis
Tata corn Sidamg Flme Kliesin -Mabkamah sebmgeimana dim sl
paida myat {1} dapat dimmbahkan sorn-yane mloan yang diseuiiai
aleh hakim konsumus dalam Hapar Permusyawaramn. Hakim non-
suaiial

A

EAB VI
WAKTU PERBIDANGAN

Fasal 20
Periclangan Muhkamah  dilaksanalme pads hor kerjs, anbes
piabeul 08,00 WIB sampal dengan pokool 14600 WER:
Hari keein sebngmimans dimeaksiad pda avpt (1) sdalah han Semmn
sampai dengan han Jumat, kecuali-hari ar yang ditetapkan aleh
Pemerinih.
Dulam hal certemu Mahlk o gapat plann sclang di hunr

AL




walctu sebagnimann dimaksud pada ayvat (1) dan ayat (2,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Deignn  berlakunya  Peralenm ol Peraturen MahRonah  Konstios
Nomor | Tabun 2018 pentang  Persidingan. Mahkamoh  Konstituss
dicabut dan dinyaialan tidak berlakis,

Paenl 22
Peraruran. Mahlmah  Keasomis ame mulsl berloku o pada angged

d.llebup!mn

Turetapkan di dokarta,
paisda tanggal 16 Januard 3020

]
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PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangks gakomodasi perkembang

Mengingat :

: 68

prakik beracara dan sckaligus unwk memenuhi
kebutuhan hukum bagi masyarakat pencan keadilan
dalam mengajukan permohonan pengujian undang
undang/peraturan pemérintah pengganti undang-undang
di Mahkamah Kenstitusi maka dipandang perlu dilakukan
penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara
Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dengan

menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada hurul a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah
Konstitusi tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian
Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 24 Tehun 2003 tentang
Mahkamsh Konstitusi [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tehun 2020 tentang Perubshan Ketiga atas Undang:
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomer 216, Tambahen Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomaor 6554); %
a8
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2, Undang-Undang Nomor <48 Tahun 2009 (entang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomer 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019
tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan | PERATURAN MAHKAMAH HONSTITUS! TENTANG TATA

BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1

Mahkamah Konstitusi yang selanjumnya disebut Mahkamah sdalah salgh
satu pelaku kekuasasn kehaki sebagai fimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD
1945).

Hakim Konstitusi vang selanjuinya disebut Hakim adalah Hakim

Konstitusi sebapaimana dimaksud dalam UUD 19435,

Pengujian Undang-Undang terbadap UUD 1945 yang selanjutaya disebut
PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah
Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1545 dan Undang-
Undang Nemor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2003 tentang Mahkamak Konstitusi (UU MK), termasuk penguj:an
Peraturan Pemerintah Pengeantl Undang-Undang (Perppu) sebagaimana
dimaksud dalam Putusan Mahkamiah Konstitusi,

Permoh Pemohon yang Jutnya disebut Permohonan adalah
surat permintaan vang diajukan oleh Pemphon kepada Mahkamah
mengenai perkara PUUL : :

F24



Sidang Panel adalah sidang vang dilaksanakan untuk memeriksa
perkara PUU yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga) orang Hakim yang
hasilnya dibahas dalam Sidang Pieno untuk diambil putusan.

Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara PUL yang dihadiri oleh 9 (sembilan|
orang Haldm atau paling kurang 7 (tujuh] orang Hakim.

Pemeriksaan Pendahuluan adalah sidang vang dilaksanakan untuk
menyampalkan pokok-pokok Permohonan, memeriksa kelengkapan dan
kejelasan materi Permohonan, memeriksa perbaikan Permohonan, serta
mengesahkan alat bukt Pemohon.

Pemeriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk
mendengar keterangan para pihak, mendengar keterangan ahli dan/atau
saksi, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis serta alat bukti
lain, dan mendengar keterangan pihak lain.

Rapat Permusyawaratan Hakim vang selanjutnya disingkat RPH adalah
sidang yang dilaksanakan secara tertutup untuk membahas dan
memutus perkara PUU yang dikadiri oleh 9 (sembilan) orung Hakim atau
paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim,

. Putusan Mahkamah Konstitusi selanjurnya disebut Putusan Mahkamah

adalah vonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkars PUU
vang diajukan olsh Pemohon dan relah dicatar dalam Buku Regisirasi
Perkara Konstitusi Elektronik, diperiksa dan dipunuskan dalam RPH,
serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, termasuk

ketetapan.

. Pengucapan Putusan Mahkamah adalah sidang yang dllaksanakan

untuk mengueapkan putusan, termasuk b pan olch Maht h

dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
Permohonan sccara daring fonfine) adalah Permohonan yang diajukan
melalu aplikasi elektronik pada simpel. mbori.id.

Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnya disingkat MPR adalah
lembaga permusyawaratan rakvat sebagaimana dimaksud dalam UUD
1945,

Dewan Perwakilan Rakyvalt vang selanjutnya disingkat DPR adalah
lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945,

A
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15.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

Dewan Perwakilan Daerah yeng selanjutnya disingkatr DPD adalah
lembaga perwakilan dasrah sebagai dimaksud dalam UUD 1945.
Presiden Republik  Indonesia yang selanjutnya disebut Presiden
adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.
Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis
administratif peradilan Mahkamah.
Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya
disingkat ¢BP3 adalah buku yeng memuat catatan pengajuan
Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok
Permoh waktu pengajuan Permot {pukul, hari, tanggal, bulan,
dan tahun), serta dokumen vang diserahkan olch Pemohon,
Akta Pengi n Permak Pemol yang selanjutnya disebut AP3
adalah akta yvang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang
perny bahwa P h n yang diajul aleh Pemoh:
dan/atau kuasa hiukum telah dicatat dalam e-BP3, serta informasi
mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan,
waktu pengajuan Permohonan (pukul, hari, tanggal, bulan, dan tahun),
disertai dengan Daftar gkapan Pengaj Perm Pemch
(DKP3).
Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang
selanjutnya disebut APKBP adalah akta vang ditandatangani secara
elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan
yang digjukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum telah dicatat dalam
¢-BP3, serta informasi mengenai hasil pemeriksaan kelengkapan
Permoh 1, disertai d Daftar Hasil Pemeriksaan Kelenghapan
Permohonan Pemohon.
Daftar Hasil Pemenkssan Kelenghapan Permohonan Pemohon yang
sclanjutnya  disingkat DHPKP2 adalah hasil pemeriksaan yang

ditand gani secara elek k aleh Pani yang \j bahwa
terhadap Permohonan telah dilakukan pemeriksaan dan setelah
dilsporkan kepada Ketua Mahkamah untuk selanjutnya dicatat dalam

Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjuinya
disingkat e-BRPK adalah buku elet ik vang 1 catatan

3




23.

25,

26.

(1)
12}

mengenai nomor perkara, name Pemohon dan kuasa hukum, Pemberi
Keterangan dan kuasa hukum, Pihak Terkail dan kuesa hukum, pokok
perkara, waktu penerimaan Permohonan, perbaikan Permohonan
(pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohionan.
Akta Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat ARPK
adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang
memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan olch Pemohon
atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.

. Informasi Elektronik adalah satu atau sckumpulan dawa clektronik,

termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, floto, electronie data nterchange (EDI), surat elektronik
fe-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, hurul, tanda, angka,
kode akses, simbol, atau perforasi vang telah diolah vang memiliki arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elekironik adalah setiap informasi elektronik vang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,
ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau  sisten
elektronik, termasuk teiapi tidak terbatas pada tulisan, suars, gambar,
peta, rancangarn, (oo, 2tau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses,
simbol atau perforasi yang memiliki makna atau art asteu dapat
dipahami oleh orang vang mampu memahaminya.

Laman Mahkamah Konstitusi yang sclanjutnys discbut Laman
Mahkamah adalah www.mkri.id.

BAB I1
OBJEK PERMOHONAN DAN PARA PTHAK

Bagian Kesatu
Objek Permohonan

Pasal 2
Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
Permohonan  scbagaimana dimeksud pade ayat (1) dapat berupa

7S

Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.

o
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o]

Pengujian formil sebagalmana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian
terhadap proses p ukan undang-undang atau Perppu yang tidak
memenuhi  ketentuan pembentukan undang-undang atau  Perppu
sebagaimana dimaksud dalam UUD 1943,

Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian
yang berkenaan dengan msteri muatan dalam ayat, pasal, dan/atau
bagian dari undang-undang sty Perppu yang dianggap berteniangan
dengan UUD 1945,

Bagian Kedua
Para Pihak

Pasal 3

Para pihak dalam perkara PUU adalah:
a. Pemohon;

b. Pemberi Keterangan; dan

c. Pihak Terkait,

m

2

Pasal 4

Pernohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf & adalah pibak

vang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

dirugikan nleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu

a. prrorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan sama;

b. kesatuan masvarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

¢. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

d. lembaga negara.

Hak dan/atau Kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dianggap dirugikan cleh berlakunya undang-

undang atau Perppu apabila:

a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang

diberikan oleh UUD 1945;
Fed



(1

2

(b

2

1

1

b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;

e kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan
aktual atau setidak-tidaknya r ial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d.ada hubungan sebab-akiber antara keruginn konstitusional dan
berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
dan

e adn kemungkinan bahwa dengar dikabulkannya Permohonan,
kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak
akan terjadi,

Pasal 5§
Pemberi K gan sebagai a dimaksud dalam Pasal 3 hurul b
adalah MPR, DPR, DPD, dan /atau Presiden.
Dalam kead tertentu, Mahk h dapar meminta keterangan pthak

lain yang diposisikan sebagai Pihak Terkait,

Pasal 6
Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu:

a. perorangan atau kelompok erang vang mempunyai kepentingan
sama;

b, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembang yarakat dan prinsip Negara Kesaroan
Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang,

c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau

d. lembaga negara.

Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pihak yang

berkepentingan langsung danj/atau pihak vang berkepentingan tudak

langsung dengan pokok Permohonan.

Pasal T
Pemphon, Pemberi Keterangan, danjatau Pihak Terkait sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan

4
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surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan

surat keterangan.

Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi

meterai  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan

ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.

(3) Surat keterangan pendamping scbagai dimaksud pada avat (1)
dibubuhi meteral sesual dengan peraturan perundang-undangan dan
ditandatangani oleh Pemoh Pemberi K dan/atau Pihak
Terkait serta pendamping masing-masing.

(4 Penerima kuasa, dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa
substitusi hanva untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan.

12|

BAB III
TAHAPAN PENANGANAN PERKARA

Pasal 8

(1) Tahapan penanganan perkara PUU terdini atas:

&. Pengajuan Permohonan:
b. Pencatatan Permohonan dalam e-BP3;
¢. Pemeriksaan kelenghapan Perm
d. Pemberitahuan APKBP disertai DHPKP2,;
¢. Pemenuhan Kelengkapan dan perbaikan Permohonan,
f.  Penyampainn lnporan F 1 dalam RPH;
g. Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK;
h. Penyampaian salinan Permohonan;
i, Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait;
j. Pemberitahuan sidang kepads para pihak;
k. Pemeriksaan Pendahuluan;
L Pemeriksaan Persidangan;
. Pelaksanaan RPH pembahasan perkars;

m.
n. Pengucapan Putusan Mahkamah; dan

. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah,

Panit b h Permot yang telah dicatat dalam ¢-BP3
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Permohonan vang telah

/K
R

2)
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dicatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurulg, serta
salinan Putusan Mahkamah pada Laman Mahkamah.

EBAB IV

PERMOHONAN PEMOHON, KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN, DAN

{2

(1

2

)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bagian Kesatu
Permohonan Pemohon
Pasal 9

Pemohon dapat mengajukan Permohorian kepada Mahkamah:
a. secara luring (ofTine), atau
b. secara daring (onfine) atau melalui media elektronik lainnya.
Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3} disjukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari
scjak undang-undang atau Perppu diundanghkan dalam Lemt Negara
Republik Indonesia.

Pasal 10

Pengajuan Permohonan schagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)

sekurang-kurangnya terdiri atas;

a. Permohonan;

b. fotokopi identitas Pemohon;

¢. fotokopi identitas kuasa hukum dan surat kuasa; dan/atan

d. anggaran desar atau anggaran rumah tangga (AD/ART).

Permchonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum

sebagaimana dimaksud pada avat (1) sekurang-kurangnyas memuat:

4. pama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan,
kewarganegaraan, al rumah/kantor, dan alamat surat
elektronik;

b. uralen yang jelas mengenal
1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai

kewenangan  Mahkamsh  dalum mengadili  perkara  PUU
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seria

ohjek permohonan;
AL

$ 3
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2.

kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai
hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap
dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang
dimchonkan pengujian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan

. alasan permohonan, yang memuat penjelasan  mengenai

pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi
ketentuan  pembentukan  undang-undang atau  Perppu
berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat,
pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu
bertentangan dengan UUD 1945,

. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam

permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3}, yaitw

1.
2

3,

mengabulkan permochonan Pemohon;

menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu
vang dimohonkan pengujian tidak memenuhi  ketentuan
pembentukan undang-undang arsu Perppu berdasarkan UUD
1945 dan undang-undang atau Perppu a gquo tidak mempunyai
kekustan hukum mengikat;

memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik
Indonesia;

atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang
soadil-adilnya fex aequo et bona).

. petitum, vang memuat hal-hal vang dimohonkan untuk diputus dalam

permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat [4), yaitu!

L+
2.

permohionan Pemohy
menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
undang-undang atau Perppu vang dimchonkan pengujian
bertentangan dengan ULUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikar;

. memerintahkan Putusan dalam Berita Negara Republik

Indonesia;

A
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(4

2

(31

4]

15

(6]

7

8)

atay dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang
seadil-adilnya fex aeguo et bong).

Pasal 11
Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuass hukum dapat
diajukan secara luring foffline) atau daring fonline),
Dalam hal Permohonan digjukan secara luring (offtine), Pemohon
mengajukan Permohonan secara tertulls dalam bahasa Indonesia
b k 1 (satu) ek asli yang ditandatangani oleh Pemohon

diseriai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang menduokung

Permohonan, dan/atau dokumen lainnya schbanyak 1 {satu) ckscmplar.

Dalam hal Permohonan disjukan secara daring fonline) atau melalui

media ¢lektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan secara

tertulis dalem bah Ind ie yang ditand, i oleh P k

Permohonan schagaimana dimaksud pada avat (1) discrtai dengan daftar

alat bukti beserta alat buku vang mendukung Permohonan.

Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pacda ayat [4) berupa surat

atau tulisan, disampaikan 1 (satu) el plar asli yang telah dibubuhi

meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat {¢] terdiri atas sekurang-

kurangnya:

a. salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau
bab yang dimohonkan pengujian termasik halaman depan dan
halaman yang tanggal pengundangan dari sali undang-
undang atau Perppu;

b, salinan UUD 19435,

Alat bukti sebagzimana dimaksud pada avat (4) disampaikan dalam

bentuk dokumen cetak (hard copy) den/etau dokumen digital (soft copy).

Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, sctiap alat bukti

diberi tanda bukti tertulis dalam label vang ditempelkan pada alat bukti

sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bulkdti.

A
38

131



Pasal 12
Dalam hal pengajuan Permak bagal dimaksud dalam Pasal

(1

9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permok wajib diajukan
secara daring fonline).

(2) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring fonline), Pemohon
mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang
litandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.

(3) Permohonan schagaimana dimaksud pada ayat (2| disertal dengan daftar
alat bukti beserta alat bukii yang mendukung Permohonan,

(4} Dalam hal alat buk:i sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat
atau tulisan, disampaikan sebanyak 1 [satu) eksemplar asli yang telah
dibubuhi meterai sebegaimana ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan.

(3} Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3] terdiri ats sekurang-
kurangnya:

a. salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya baglan atau
bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan

1 I

halaman yang memual tanggal peng gan dari sali undang-
undang awsu Perppu;
b. salinan UUD 1945,
Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3] disampaikan dalam
bentuk dokumen cetak fhard copy) dan/atau dokumen digital (soft copy).
(7] Untuk memudahkan proses pemeriksaan Permohonan, setiap alat bukti
diberi tanda bukt sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat
budei.

(61

Pasal 13
{1} Penyerahan Permohonan dan daftar alat bukti yang digjukan seccara
daring (anline) atau luring (offline| disertai dengan salinan dalam bentuk
dokumen digital {soft copy) dengun aplikasi word (doc) dan pdf yang
disimpan dalam | (saru) unit penvimpan data berupa flash disk atau
berupa file yang dikirim secara daring (online) atau melalui media

elektronik lainnya.
=
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Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk pdf sebagaimana
dimaksud pada avat (1) telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa
hukum

Dalam hal terdapat perbedasn antaras Permohonan tertulis Pemohon
dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Mahkamah menggunakan Permohonan tertulis Pemohon.

Pasal 14

Permohonan yvang diajukan secara daring fonline)namun tidak uhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panitera melakukan
konfirmasi kepada Pemohon mengenai kesungeuhan untuk mengajukan
Permohonan termasuk untuk melengkapi Permohonan.

Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menunjukkan Pemohon  bersungguh-sungguh  untuk  mengajukan
Permohonan, Panitera memproses dan mencatat Permohonan dalam
e-BP3.

Pasal 15
Panitera mencatat Permohonan yvang digjukan oleh Pemohon kepada
Mahkamah dalam e-BP3.
Terhadap Permohonan vang telah dicatat dalam e-BP3 scbagmimana
dimaksud pada ayat {1), Panitera menerbitkan AP3.
Panit hkan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum sételah
Permohonan dicatat dalam ¢BP3, bagi Permoh vang diajul
secara luring (offline).
Panitera mengirimkan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum paling
lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatar dalam e-BF3, bagi
Permohonan vang diajukan gecara daring jonlma),
Panitera mengunggah Permohonin sebragaimana dimaksud pada ayat (2)
pada Laman Mahkamah.

Pasal 16

Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (1], Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan

A
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berkas Permoh bagal limaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal
12, dan/atau Pasal 3.

Pasal 17
{1} Dalam hal Permoh linvatakan belum lengkap lah dilakukan
pemeriksaan kelengkapan berkas Permoh bagai dimaksud
dalam Pasal 16, Punitera bitkan dan menyampaikan APKBP kepad
Pemohon atau kuass hulkum paling lama 2 (dus) hari kerja setelah

diterbitkannya AP3.

(2) Panitera mengirimkan APKBP kepada Pemchon atau kuasa hukum
secara daring fonline) atau melalui media elektronik lainnya.

{3) Dalam hal Permoh {inyvatak lengkap setelah dilakukan
pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksod
dalam Pasal 16, Panitera mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling
lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.

(4) Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP kepada Pemohon.

{5) Dalam hal Permohonan diajukan sccare dering (online/ scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 avat (2), asli Permohonan
diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, aiat

bukti yang dukung Permaol n, danfatau dokumen lainnya
sebanyak | (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama
sebagaimana dimaksud pada ayat (4],

Terhadap Permohonan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi,

Panitera menerbitikan dan menvampaikan bukt penerimaan baik secara

daring fonline) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring

feffline) kepada Pemohon atau kuasa hukum

(7) Dalam hal Permohonan dinyatakan belum lengkap sebagaimana
dimaksud pada ayau (1) dan ayat (4), Panitera mencatat Permohonan
dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya
AP3.

(8) Panitera mengunggah Permohonan yang telah diperbaiki dan/atau

dilengkapi scbagaimana dimaksud pada ayat (6) pada Laman Mahkamah,

7
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Pasal 18
Penyerahan Permohonan dan daftar alat bukti yang telah diperbaiki
dan/atau dilengkapi disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen
digital (soft copyl dengan aplikasi word fdoc) dan pdf yang disimpan
dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk atau berupa file
yang dikirim secara daring (online) atau melalui media elektronik lainnya.
Permohonan dan daftar alat bukti vang telah diperbaiki dan/atau
dilengkapi dalam bentuk pdf. scbagaimana dimaksud pada avat (1) telsh
i gani oleh F hon atau kusss hukum.
Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan tertulis Pemohon

s h il

dengan salinan digitalny 3 na d pada ayat (1),
Mahkamah menggunakan Permohonan tertulis Pernchon.

Pasal 19

Panitera meregistrasi Permohonan dalam e-BRPK terhadap:

fA. Permohonan yang telah lengkap;

b. Permchonan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi;

c. Permohonan yang tidak diperbaiki dan/atau dilengkapi; atau

d. Permchonan awal apabila Pemchon terlambar menyampaikan
perbaikan dan/atau keleng} 1 Permoh 1 dalam tenggang wakiu
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

Sebelum Permohonan dicatat dalam c¢-BRPK, Panitera melaporkan

Permohonan kepada RPH melalui Ketua Mahkamah,

Pasal 20

Panitera menerbitkan dan ¥ ikan ARPK kepada P iy atau
kuasa hukum paling lama 3 (ugal hari kerja scjak Permohonan
diregistrasi dalam ¢-BRPK dan P } dimal i} i
diunggah pada Laman Mahkamah,

Penyampaian ARPK scbagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
dilakukan baik secara daring (online) atau melalui media elektronik
lainnya atau secara luring joffiine).

N
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Pasal 21
Permohonan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), salinannya disampaikan oleh
Mahkamah kepada:
DPR;
Presiden;
OPD;
MPR; dan
Mahkamah Agung.
Penyampaian sali Permal hagai dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka wakwu paling lama 7 (ujuh) hari kerja sejak
Permohonan diregistrasi dalam ¢-BRPK.
Salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
Mahkamah secara daring (online) atau melalui media clektronik lainnya
atau secara luring (offline).

0o E

Pasal 22
Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan paling lama
sebelum sidang teralchir atau sebelum perkara diputus oleh Mahkamah,
Penarikan kembali Permoh bagai dimaksud pada avat (1)
dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
Terhadap Permohonan wvang ditarik oleh Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Permohonan yang sama tidek dapat diajukan
kembali,
Dalam hal P h ik kembali Permoh n, Mahk L
menerbitkan putusan berups ketetapan mengenal penarikan kembali
Permoheonsan disertai dengan pengembalian sali berkas Permot
Ketetapan sebagai dimaksud pada ayat (4) diucapkan dalam Sidang
Pleno terbuka unmk umum.
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Bagian Kedua

K Pamharl 5

Pasal 23

(1) Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat

(2

13

(4

(5]

(6]

menyampaikan keterangan kepada Mahkamah:

a. secara langsung di persidangan;

b. secara luring faffline}; atau

¢ secara daring jonline) atau melalui media elektronik lainnya.

Pernberi  Keterangan bagai dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan keterangan sccara terrulis dalam bahasa Indonesia
scbanyak 1 (satu] eksemplar asli vang ditandatangani olch Pemberi
Keterangan atau kuasa hukum disertai dengan daftar alat bukt, alat
bukt vang mendukung keterangan, danfatau dokumen lainnya.

K vang di ik oleh Pemberi Keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} sckurang-kurangnya memuat:

4, nams lemt Pemberi K dan/atau kuass hukum dan

alamat kantor;
b. uralan yang jelas mengenai fakta vang terjadi pada saal proses
pembahasan danjatau risalah rapat dari undang-undang atau
Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pernohon termasulk hal-hal
lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau hal-hal lain
yang diminta Mahkamah.
Penyampalan keterangan schagaimana dimaksud pada ayat (2) diserai
dengan alat bukti yang mendukung keterangan termasuk risalah rapat
vang berkenaan dengan Permohonan yang disjukan pengujian oleh
Permchon.
Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat
atau tulisan, Pemberi Keterangan atau Kuasa hukum menvampaikan alat
bukti 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagai
ditentukan dalam peraturan perundang undangen.
Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap alat bukt diberi tanda
bukti tertulis dalam label vang ditempelkan pada alat bukti sesuai
dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukei,
78
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Pasal 24
(1) Penvampaian keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
dan dalar alat bukti disertai dzngan salinan dalam bentuk digital (seft
copyl dengan aplikasi word (.doz) dan pdf, yang disimpan dalam 1 {satu)
unit penyimpan data berupa flash disk atau berupa file yang dikirim
secara daring (online) atau melalul media elektronik lainnya.

(2) Keterangan dan daflar alat bukt dalam bentuk pdf sebagaimana
dimaksud pada avat (1) telah ditandatangani oleh Pembeéri Keterangan
atou kuasa hukum.

{3) Dalam hal terdapat perbedaan antara } gan tertulis dengan sali
ligitalnya  sebagai dimaksud pada ayat (1), Mahkamah
menggunakan keterangan tertulis,

Pasal 25

(1) Dalam hal keterangan scbageimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
telah disampaikan kepada Mahkamah, Panitera } g
dalam e-BRPK

(2) Terhadap keterangen vang telah dicatat dalam e-BRPK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan dan menyvampaikan bukti
penerimaan kepada Pemberi Keterangan atau kuasa hukum.

(3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pemberi Keterangan
atau kuasa hukum secara daring fonling) arau melalui media elekeronik
lainnya atau secara luring (afffine).

Bagian Ketiga
P b dan H Pihak Terkait

Pasal 26

(1) Pihak Terkait terdiri atas:
a. Pihak Terkait yang berkepentingan langsung;
b. Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung.

(2) Pihak Terkait vang berkepentingan langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf 4 adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya
sccara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok Permohonan.,

173
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(1

Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pihek yvang hak, kewenangan,
dan/atau kepentingannya tidak sccara langsung terpengaruh oleh pokok
Permohonan tetapi  karena kepeduliannva terhadap Permchonan
dimaksud, dapat mengajukan sebagai ad informandum.

Pasal 27
Permohonan scbagai Pihak Terkait dapat diajukan setelah Permohonan
diregistrasi dalam e-BRPK atau paling lambat scbelum Pemeriksaan
Persidangan untuk mendengar keterangan ahli dan/atau saksi,
Permohionan scbagai Pihak Terkait scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diajul kepada Mahd h secara luring foffline) atau secara
daring fonline) atau melalui media elektronik lainnya,
Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukun secara tertulis dalam bahasa
Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh
calon Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan daftar alat bukt,
alat bukti yang mendukung permot dan/atau dokumen lainnya.
Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
sekurang-kurangnya memuat:
a, nama Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, pekerjaan,

kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan  alamat surat
elektronik yang digunalkan selama proses berperkara;
b. uraian yang jelas mengenai kepentingan Pihak Terkait terhadap
Permohonan PUU yang diajukan oleh Pemohon.
Dalam hal alar bukti schagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa surat
atau tulisan, calon Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alat
bukti | (satu) cksemplar ash vang telah dibubuhi meterai sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Untulk dehkan proses | seligp alat bukti diberi tanda
bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai
dengan urutan yang tertuang dalam daltar alat bukti.

Pasal 28
Pengaj permot 1 scbagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 ayat (2) disertal dengan salinan dalam bentuk dokumen

kg

£

139



digital dengan aplikasi Word (.dog) dan pdf, vang disimpan dalam 1 [satu)
unit penyimpan data atau berupa file yang dikirim secara daring fonline/
atau melalui media elekironik lainnya.

(2] Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam bentuk pdf. sebagaimana
dimaksud pada avat (1) telah ditandatangani oleh calon Pihak Terkait
atau kuasa hukum.

(3] Dalam hal terdapat perbedaan entars permohonan sebagai Pihak Terkait
yang disampaikan secars tertulis dengan salinan yang disampaikan
dalam bentuk dol 1 digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
permohonan sebagai Pihak Terkait yang sah adalah permohonan yang
disampaikan secara tertulis,

Pasal 29

(1) Permohonan sebagai Pihak Terkait vang diajukan kepada Mahkamah
dicatat dalam c-BP3.

(2) Terhadap permohonan sebagal Pihak Terkait yang diajukan kepada
Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan bukt penerimaan
kepada vang bersangkutan.

{3} Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada calon Pihak Terkait
atau kuasa hukum secara daring fonline) atau melalui media elektronik
lainnya atau secara luring foffine).

Pasal 30
Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait disetujui oleh RPH,
Meahkamah menerbitkan Ketetapan Pihak Terkait yvang salinannya
disampaikan kepada vang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak diterbitkannya Ketetapan Pihak Terkait.
(2) Panitera mencatat permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam e-BRPK.
(3) Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkair tidak disetujui olen RPH,
Mahkamah menerbitkan keretapan vang salinannys disampaikan kepada
vang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkannya

ketetapan.
(A

i

>0

140



(4) Penvampaian } pan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan ayat

{1

I

(2

(&)

&)

(3

(1

)

J

[3) dapat dilakukan secars daring (online) atau melalui media elektronik
lainnya atau secara luring (offtme).

Pasal 31

Keterangan Pihak Terkait dapat diajukan kepada Mahkamah secara

luring fofftine] maupun secara daring fonline) atau melalui media

elektronik lainnya

Keterangan Pihak Terkait diagjukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh

Pihak Terkait atau kuesa hukum disertai dengan daftar alat buki, alat

bukti yang mendukung keterangan, dan/atau dokumen lainnya.

Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-

kurangnya memuat:

a. nama Pihak Terkait danfateu kuasa hukumnya, pekerjaan,
kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat
elektronik vang digunakan selama proses berperkara;

b, uraian vang jelas mengenai kedudukan hukum dan keterkaitan atau
kepentingan Pihak Terkait terhadap permoh yang diajukan oleh
Pemochan.

Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2] berupa surat

atau tulisan, Pihak Terkait atau kuasa hukum menyvampaikan alat bukt

1 [satu) eksemplar asli vang telah dibubuhi meterai sebagaimana

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap alat bukt diberi tanda

buktl tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukt sesual

deéngan urutan yang tertuang dalam dafiar alat bukti,

Pasal 32
Penyampaian kererangan dan daftar alat buky sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayar (2) disertal dengan salinan dalam bentuk digital (soft
copy) dengan aplikas| word (dog) dan pdf. yang disimpan dalam | (satu)
unit penvimpan data berupa flash disk atau berupa file vang dikirim
secara daring fonline) atau melalul media elekironik lainnya

>
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(2) Keterangan dan daftar alat bukd dalam bemuk pdf. sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pihak Terkait atau
kuasa hukum.

(3} Dalam hal terdapat perbedaan antara } gin tertulis dengs
digitalnya sebageimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah
menggunakan keterangan tertulis.

Pasal 33
Heterangan Pihak Terkait yang diajukan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (2) dicatat dalam ¢-BRPK olch Panitera.
(2) Terhadap kelcrangan vang (clah dicatat dalam <BRPK scbagaimana
dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan buktl penerimaan.
{3) Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pihak Terkait atau
kuasa hukum secara daring (onling) atau melalui media clektronik

{1

lainnya atau sccara luring (offfine).

BAB V
PERSIDANGAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 34
(1) Jadwal penyelenggaraan persidangan dimuat pada Laman Mahkamah.
{2) Persidangan perkara PUU dilaksanakan melalui:
a. Pemeriksaan Pendahuluan;
b. Pemeril Persidangan; dan
¢. Pengucapan Putusan.
Persidangan perkara PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilakukan secara luring (offling), secara daring (enline), melalui video
conference, dan /atau melalui media elektronik lainnye.
Pasal 35
(1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam janghka waktu paling
lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam

e-BRPK.

(3]

g
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{2) Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang pertama kepada
Pemohon yang harus telah diterima oleh Pemohon dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum sidang pertama dilaksanakan,

{3} Mahkamah menyampaikan surat panggilan sidang kepada para pihak,
ahli, dan/atau saksi yang harus telah diterima oleh para pihak dalam
janglea walktu paling lama 3 [tiga) hari kerjn sebelum sidang Pemerik
Persidangan dilaksanakan.

(4] Penyvampaian suratl panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3] disampaikan Mahkamah secara daring fonline) atau
melalui media elektronik lainnya atau secara luring (offline),

{5) Para pihak, ahli, dan saksi wajib memenuhi panggilan Mahkamah untuk
menghadiri persidangan.

Pasal 36
Untuk kepentingan p iksaan, Mah) h dapat pertimbang)
penggabungan pemerikssan beberapa perkara secara bersamaan.

Pasal 37
(1) Penyelenggarsan persidengan Mahkamah dapat dilakukan melalui
persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas video conference
{vicon) atan melalui media elektronik lainnyva.
(2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggs atas perti gan Mahkamah atau permohonan para
pihak.

(3) Permohonan persidangan jarak jauh cdisjukan aleh para  pihak
sebageimena dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) hari kerja
sebelum penyelenggaraan persidangan jarak jauh,

(4] Pengajuan permohonan scbagaimana dimeksud pada ayar (2) dapat
dilakukan secara luring foffline) atau secars daring forling) atau melalui
media elektronik lainnva.

(5] Permohonan persidangan jarak jauh berisi informasi rine tentang:

a, identitas pihak yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya;
b, keterangan atau pokok-pokek keterangan yang hendak disampaikan;
dan

A
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¢. tempat penyelenggaraan persidangan jarak jauh melalui vicon atau
media clektronik lainnya,
[6) Permchonan persidangen farak jauh vang diajukan para pihak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diselenggarakan setelah mendapat
persetujuan Mahkamah,

Pasal 38

(1) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
dilakukan untuk mendengar keterangan para pihak, ahli, dan/atau
saksi.

(2] Selain para pihak, ahli, dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat menghadiri persidangan jarsk jauh, kecuali atas ixin
Mahkamah,

(3} Selain para pihak, ahli, dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat gk
melalui media elektronik yvang disediakan Mahkamah.

it persid lalui antara lain e streaming atau

Bagian Kedua
Pasal 39
(1) Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk

umum.

{2} Pemeriksann Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat
dilakukan dalam Sidang Panel yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga)
orang Hakim

Pasal 40
Sebelum Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah melakukan Pemeriksaan
Pendahuluan dalam 2 (dua) mhap sidang vaitu:
a. Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengar pokok-pokok
Permchonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan;
b. Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan
Permohonan serta pengesahan alat bukti Pemohon.

71
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Pasal 41
Dalam Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40 huruf a, Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejel materi
Permohonan vang meliputi:

a. identitas Perohon;

b. kewenangan Mahkamah;

¢ kedudukan hukum Pemohon;

d. alasan permohonan (posila); dan

¢. hal-hal yang diminta urmuk diputus [petitum).

Dalam Pemeriksaan Pendshuluan untuk memeriksa kelengkapan dan
kejel maten | onan sebagai dimaksud pada avat (1),
Mahkamah memberi kesempatan  kepada Pemohon  untuk
menyampaikan pokok-pokok Permohonan.

Dalam pemeriksaan kelengkapan dan kejel materi permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah wajib member! nasihat
kepada Pemohon untuk melengkapi dan /etau memperbaiki Permohonan.
Dalam hal Pemohon danfatau kuasa hukum tdak hadir dalam
Pemeriksaan Pendahuluan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa
alasan yang sah meskipun telah dipanggi] secara sah dan patut,
Mahkamah menyatakan Permohonan gugur.

Dalam hal Permohonan dinyatakan gugur scbagaimana dimaksud pada
eyat (4] Mahkamah menerbitkan putusan berupa keletapan vang
diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

Pasal 42

Pemohion melengkapi dan/atau baiki Permohonan dalam jangka
waktu paling lama 14 (cmpat belas) har sejek sidang Pemeriksaan
Pendahuluan untuk memeriksa kelengh dan kejclasan materd
permohonan.

Perbaikan Permohonan hanva dapat dilakukan 1 [satu) kali dalam
tengeang waktu sebagaimana dimaksud pada avat (1),

Dalam hal Perbaikan Permohonan digjukan sebelum berakhirnya
tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon
memberitahukan kepada Mahkamah untuk selanjutnya Mahkamah
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mengagendakan sidang pendabuluan untuk menerima dan memeriksa
perbaikan Permohonan.

{4) Terhadap Perbaikan P h vang diajukan sebelum berakhirnya
tengegang waktu schagaimana dimaksud pade syat (1), Pemohen tidak
memiliki kesempatan untuk memperbaiki Permohonan.

Pasal 43
(1) Perbaikan Permohonean depat dilakukan terhadap hal-hal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) berdasarkan nasihat atau saran dalam

Pemeriksaan Pendahuluan.
(2) Perbaikan Permok sclain sck i dimaksud pada ayat (1) dapat
dilalukan dengan &
a B h yang gajukan Permoh tidak diganti secara
kegeluruhan;
- bahan objek Permoh berupa norma dari suatu undang-

undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian hanya dapat
dilakukan sepanjang memiliki keterkaitan dengan substansi norma
dalam undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
dalam Permohonan awal;

c. penambahan objek Permohonan berupa norma undang-undang atau
Perppu selain yang telah diajukan hanya dapat dilakukan sepanjang
memiliki kesamaan/keterkaitan dengan substansi norma dalam
undang-undang atau Perppu vang dimohonkan pengujian dalam

Permohonan awal.
Pasal 44

(1) Dalam hal Pemohon melengkepi dan/atau perbaiki Per
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dnlam Pasa! 42 ayat (1),
Panitera . salinan perbaik Per dimaksud
hepadapnhnkpw.hﬂkstbagﬂmanad;mﬂkauddnlnm?uﬂ?l ayat (1),

(2) Penyampaian salinan perbaikan Permoh b dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
setelah Mahkamah ima perbaikan Permoh
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Penyampaian salinan perbaikan Permot bagai dimaksud
pada ayat (2] dapat dilakukan secara daring (onlinef atau melalui media
elektronik lainnya atau secara luring (offiine)

Panitera mengunggah Permohonan yang telah diperbaiki dan/atau
dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Laman Mahkamah.

Pasal 45
Mahkamah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan dengan
agenda untuk memeriksa perbaikan Permohonan pada hari ke-14 (empat
belas] atau paling lama 14 (empat belas) hari sejak sidang pertama
Pemeriksaan Pendahuluan amau ditentukan lain oleh Mahkamah dan
perbaikan Permohonan diserahkan secara langsung pada persidang
dimaksud
Pemohon menyerahkan perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) seb k4 i kap yang telah ditandatangani cleh
Pemohon atau kuasa hukum vang salah satunya asli.

Pasal 46

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan d da untuk memeriksa
perbaikan Permohonan dan pengesahan alat bukti scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 hurul b, Mahkamah memberikan kesempatan
kepada Pemochon untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan
Permohonan, selanjutnyva Mahkamah mengesahkan alat bukti Pemohon.
Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tdak menyerahkan
perbaikan Permohonan namun hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
sebagaimana dimaksud padae ayat (1), Mahi h hanva gesahkan
alat bukti.

Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum menyerahkan perbaikan
Permohonan namun tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan untuk

memeriksa perbaikan Permchonan dan pengesahan alar bukti tanpa
alasan yang sah meskipun telah dipanpgil secars sah dan pawt,
Mahkamah dapat pertimbangkan perbaikan Permohonan tersebut

berdasarkan hasil RFH.

78
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4| Dalam hal Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak menyerahkan

perbaikan Permohonan dan tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
untuk memeriksa perbaikan Per dan per han alat bukti

tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,
Mahkamah memeriksa pokok Permohonan berd kan Per

awal.

Pasal 47

Setelah Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan, Panel Hakim
vang memeriksa perkara tersebut melaporkan hasiinya dalam RPH untuk
memutuskan tindak lanjut perkara.

)

12)

13]

11

Bagian Ketiga

F F

Pasal 48
Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk
umum vang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7
(tujuh) orang Hakim.

Dalam kead tertentu, Mahl h dapat ph Sidang Pleno

scbagaimana dimaksud pada avat (1) bersifat tertutup,

Dalam keadaan tertentu scbagaimana dimaksud pada avat (2 antara lain

berkaitan deng: hasi &l } il dan perlindungan anak.
Pasal 49

Pemeriksaan Persidang bagai dimaksud dalam Pasal 48 syat

(1) meliputi:

a. mendengar keterangan Pemberi Keterangan;

b. ‘mendengar keterangan Pihak Terkait;

¢. mendengar keterangan ahli;

d. mendengar keterangan saksi;

¢. memeriksa dan/atau mengesahkan alat bukti tertulis;

f. memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan,
dan/atau peristiwa yvang ber ian dengan slat-alat buktl lain
yang dapat dijadikan petunjuk;

=




(2

3

4

(n

(2

(1

(2]

13

g memeriksa alat-alat bukt lain yang berupa informasi yang
diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik
dengan alat optik atsu yang serupa dengan it

Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ memberikan

keterangan sesuai dengan keahliannva di bawah sumpah atau janji.

Saksl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d memberikan

keterangan mengenai fakia yang dilihat, didengar, dan dialami saksi di

bawah sumpah atau janji.

Dalam Pemeriksaan Persidangan, Mahkamah memeriksa dan/stau

mengesahkan alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,

huruf f, dan huruf g.

Pasal 50

Pemeriksaan Persidangan dapat diikuti dengan pemeriksaan setempat
yvang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk dengan didampingi eleh
Panitera dan/atau Panitera Pengganti serta dapat pula dihadiri coleh
Pemohon, Pemberi K dan/atau Pihak Terkait vang hasilnva
disampaikan dalam persidangan,

Pemeriksaan setempat  bertujuan  untuk  memperoleh  petunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 avat (1) huruf f,

Pasal 51
Untuk kepentingan Pemerikssan Persidangan, scbelum persidangan
dilal i Mahk h dapat inta Pemberi Keterangan untuk

menyerahkan keterangan tertulis dan risalah rapat berkenaan dengan

Permohonan yang sedang diperiksa.

Pemberi K gan  sebagal @ dimaksud pada avar (1)
vampaikan k gan tertulis dan rigalah rapat yang berkenaan

dengan Permohonan yvang diperiksa dalam Pemeriksaan Persidangsn.

Pemohon dan/atau Pihak Terkait dapat | salinan b &

tertulis dari Pemberi Heterangan kepada Mahkamah yang akan

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

I
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Pusal 52
Keterangan tertulis dan risalan rapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) disampaikan oleh DPR sebagai Pemberi Keterangan

melalui Pimpinan DPR dalam | F g

Pimpinan DPR dapat beri kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota
alar kelengkapan DPR.

Pembacsan Keterangan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditakukan oleh pimpinan atau anggota alat kelengkapan DPR.

Unnik kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memerintahkan

kepada DPR menyampaikan keterangan tambahan yeng diperlukan

dalam persidangan.

Pasal 53
Keterangan tertulis den/stau risalah rapat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) disampaikan oleh Presiden sebagal Pemberi
Keterangan dalam Pemeriksaan Persidangan.
Presid bagai dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa

kepada menterd yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dengan hak

substitusi.

Menteri yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum,
i, dan/atau pejabat setingkat menterl sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dapat memberi kuasa substitusi kepada:

a. pimpinan tingzi madya atau pejabat setingkat eselon |; dan/atau

b, pimpinan tingg pratama atau pejabat setingkat eselon 11

Pembacaan K gan Presiden seb na dimaksud pada ayat (1]

dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum, i, pejabat "
pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat esslon 1.

Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat memeriniahkan
kepada Presiden menyampaikan keterangan tambahan yang diperlukan

menteri, atau pejabat

dalam persidangan.
Pembacaan Putusan Mahkamah dihadiri  oleh menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, menteri,

o
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11

e

pejabat setingkat menteri, dan/atau pejabat penerima Surat Kuasa
Substitusi paling rendah pimpinan tinggi pratama atau péjabat setingkat
esslon 11,

Pasal 54
Keterangan tertulis dan risalah rapat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) disampaikan oleh DPD scbagal Pemberi K g4

melalui Pimpinan DPD dalam Pemeriksaan Persidangan,

Pimpinan DPD dapat memberi kuasa kepada pimpinan dan/atau anggota
alat kelengkapan DFD.

Pembacaan HKeterangan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pimpinan atau anggota alat kelengkapan DPD,

Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapat meémeriniahkan
kepada DPD menyampaikan } gan tambahan yang diperiukan
dalam persidangan,

Pasal 55
Keterangen tertulis dan risaloh rapat sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 51 ayat (2) disampaikan oleh MPR sebagai Pemberi Keterang
melalui Pimpinan MPR dalam Pemeriksaan Persidangan.
Pimpinan MPR dapat membert kuasa kepada pimpinan dan/atan anggots
alat kelengkapan MPR.
Pembacaan Keterangan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pimpinan atau anggota alar kelengkapan MPR.
Untuk kejelasan pemeriksaan perkara, Hakim dapar memerintahkan
kepada MPR menvampaikan keterangan tambahan yang diperiukan
dalam persidangan.

Pasal 56

Keterangan Pihak Terkait yang akan disampaikan dalam Pemeriksaan
Persidangan dapat diserahkan secara langsung atau melalui media
elektronlk.
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Pasal 87

(1) Keterangan Pihak Terkait scbagaimana dimaksud dalam Pasal 56
disampaikan oleh Pihak Terkait atau kuasa hukumnya dalam
Pemeriksaan Persidangan.

Keterangan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) didengar keterangannya dalam
Pemeriksaan Persid untuk jadi pertimbangan Mahkamszh.
Keterangan Pihak Terkait yang berkepentingan tdak langsung
sebagaimana dimeksud dalam Pasal 26 avat (3) dijadikan sebagal
keterangan ad  informandum sehingga tidak perlu  didengar
! ya di persid tetapi dapat dipertimbangkan oleh

@2

(3

Mahkamah.

Bagian Kelima
Pembuktian dan Alat Bulkti
Pasal 58

(1) Pemohon membuktikan dalil Permohonan dalam persidangan.

(2) Pemberi Keterangan danjatau Pihak Terkait depat membuktikan
keterangannya.

(3) Hakim dapat memerintabkan kepada Pemohon, Pemberi Keterangan
dan/atau Pihak Terkait menyerahkan tambahan alat buku yang
diperlukan dalam persidangan untuk kejelasan pemeriksaan perkara.

(4 Keterangan ahli dan/atau saksi didengar keterangannya dalam
persidangan setelah Mahkamah mendengar keterangan Pemberi
Keterangan, kecuali Mahkamah menentukan lain,

Pasal 59
(1) Alat bukti dalam perkara PUU berupa:
8. surat atau tulisan;
b, keterangan para pihak;
e keterangan ahli;
d. keterangan saksi;
e. keterangan pihak lain;

f.  alat bukti lain; dan/atau !
rod

152



12

83

(2

(3)

1

2

(4

g petunjuk.

Keterangan para pihak sebagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf b,
merupakan semua keterangan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan
dengan Permohonan yang merupakan satu kesatuan dengan dalil yang
disampaikan para pihalk.

Pasal 60
Alat bukt surat atau tulisan sebageimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat

(1} haruf a dapat berupa:

a. kutipan, salinan, atau fowkopi peraturan perundang-undangan,
keputusan prjabat tata usaha negara, dan /atau putusan pengadilan,
yang isinys sesuai dengan naskah aslinya; dan/atau

b. dokumen tertulis lainnya.

Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

alat bukti surat vang terkait dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan

hukum, objek Permchonan, dan/atau alasan Permohonan,

Alat bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

keabsahan perolchannva harus dapat dipertanggungjawabkan secara

hukum,

Pasal 61
Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait,
danfatau atas permi Mahkamah untuk didengar & gannya

dalam persidangan Mahkamah.

Pengajuan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1| disertai dengan
daftar ahli, diftar riwayat hidup, salinan kartu identitas ahli, dan
keterangan tertulis terkait dengan Permohonan.

Para pihak menyampaikan daftar ahli, daftar riwayat hidup, salinan
karty identitas ahli, dan keterangan tertulis dimaksud pada ayat (2)
paling lama 2 (dus) hari kerja sebelum Sidang Pleno untuk mendengar
keterangan ahli dilaksanalkan,

Dalam hal para pihak menyampaikan dafiar ahli sebagaimana dimaksud
pacda ayat (2), Mah} h dapat pertimbangh 1 i ahli dan

7N
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(5]

(3]

kompetensi ahli yang akan dihadirkan dalam Sidang Pleno untuk
kepentingan pembuktian, termasuk jumlah ahli.

Dalam hal para pihak belum dapat mengajukan ahli yang akan didengar
keterangannya dalam Sidang Pleno yang telah ditentukan, Mahkamah
dapat memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan
kembali ahli untuk satu kali kesempatan,

Dalam hal ahli tdak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan,
wva akan dipertimt kan sctelah Mahl h mendapat
penegasan dari pihak yang mengajukan ahli.

Pasal 62
Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, dan/atau
Pihak Terkait, dan/atau atas permintaan Mahkamah untuk didengar

+ wya dalam persid bl N

Pengajuan saksi schagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
daftar saksi, daftar riwayat hidup, salinan kartu identitas saksi, dan
pernyvataan singkat tentang hal-hal vang akan diterangkan terkait dengan
Permohonan.

Para pihak menyampaikan daftar saksi, daftar riwayat hidup, salinan
kartu identitas diri, dan per ngh fimaksud pada ayat (2)
paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum Sidang Pleno untuk mendengar
keterangan saksi dilaksanakan.

Dalam hal para pihak menyampaikan daftar saksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2], Mahkamah dapat mempertimbangkan relevansi
saksi vang akan dihadirkan dalam Sidang Pleno untuk kepentingan
pembuktian, termasuk jumlah saksi.

Dalam hal para pihak belum dapat menyampaikan saksi yang akan
dihadirkan dalam Sidang Pleno yang telah ditentukan, Mahkamah dapat
memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan kembali
saksi untuk saru kali kesempatan.

Dalam hal saksi tdek hadir dalam Pemeriksaan Persidangan,
)’ gannya akan dipertimbangkan lah Mahkamah mendapat
penegasan dari pihak vang mengajukan saksi.
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Pasal 63
Dalam hal ahli dan /atau saksi vang diajukan oleh para pihak tidak dapat
berbahasa Indonesia. ahli dan/atau saksi wajib didampingi oleh

penerjemnah.
Penerjemah scbagaimena dimaksud pada avat (1) digjukan olch Para
Pirak atau difasilitasi oleh dan berdasarkan perti igan Mahb b

Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah
atau janji menurut agames atau kepercayaannya.

Pasal 64
Dalam Pemeriksaan Persidengan, para pihak dapat mengajukan
pertanyaan dan/atau tanggapan genai pokok Permol 1 kepad

ahli dan/atau saksi melalui ketua sidang,

Para pihak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan mengenai
pakok Permohonan kepada ahli dan/atau saksi yang diajukannya sendiri
atau ahli dan/atau saksi yang diajukan oleh pihak lain.

Pasal 65
Dalam hal Pemeriksaan Persidangan dalam Sidang Fleno dinvatakan
cukup oleh Mahkamah, pera pihak diberi kesempatan wuntuk

yampail kegimpulan secara tertulis.

Kesimpul bagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Mahkamah paling lama 7 (wjuh) hari kerja sejak Pemeriksaan
Persidangan dinyatakan selesai oleh Mahkamah, kecuali ditentukan lain
oleh Mahkamah.

Bagian Keempat
Rapat Permusyawarat
Pasal 66
Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat
bukti dan keyakinan Hakim.
Pengambilan Putusan Mahkamah dilakukan dalam RPH secara tertutup
setelah  selesai Pemerikssan Pendshuluan atau  Pemeriksaan

Persidangan.

o
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(3) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh 9 (sembilan)

orang Hakim atau paling kurang oleh 7 (tujuh] orang Hakim yang

dipimpin oleh Ketua Mahkamah.

Dalam hal Ketua Mahkamah berhalangan, RPH dipimpin oleh Wakil

Ketua Mahkamah.

(5) Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan
dalam wakiu bersamaan, RPH dipimpin olch Hakim vang bertindak
sebapai ketua RPH yang dipilih dari dan oleh Hakim yang hadir.

(€]

Pasal 67

(1) Pengambilan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

66 avat (2) dilakukan dengan musyawarsh untuk mufakat.

Dalam rangka pengambilan Putusan Mahkamah scbagaimana dimaksud

pada ayat (1), sctisp Hakim menyampaikan pend hul terhadap

Permohonan.

Pendapat hukum scbagaimane dimaksud pada avat (2) adalah untuk

menjawab seluruh dalil yang dimohonkan oleh Pemoh

(4) Dalam hal mufakat sebaganimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai,
rapat dapat ditunda sampai RPH berikutnye.

(5) Dalam hal RPH berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
meskipun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh ternyata tidak
juga dicapai mufakat, Putuean Mahkamah diambil dengan suara
terbanval.

{6) Dalam hal RPH tidak dapat mengambil Putusan Mahkamah dergan
suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), suara terakhir
ketua RPH menentukan.

2

@

Pasal 68
RFH pengambilan putusan antara lain berupa
a. penyampaian laporan Panel Hakim mengenal hasil Pemeriksaan
Pendahuluan atau Pemeriksaan Persidangan;
b, penyampalan pendapat  hukum Hakim mengenal  kewenangan
Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok Permohonan;
c. penyusunan hasil RPH;
2\
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d. pembah T Putusan Mah} h;

el ¥

e pembah Putusan Mahkamah.

BAB VI
PUTUSAN MAHKAMAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 69

Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan,

n

(2

Pasal 70

Putusan memuat:

a.

kepals purusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA EBA;

nama lembaga: MAHEAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;
identitas pihak;

permohonan dan/atau keterangan para pihak;

pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam parsidangan;
pertimbangan hukum yang menjedi dasar putusan;

konklusi,

AMAar putusan;

alasan berbeda (jika ada);

pendapat berbeda (jika ada),

hari dan tanggal pengambilan putusan, hari dan tanggal pengucapan
putusan, nama dan tanda tangan Hakim, serta nama dan tanda
tangan Panitera Pengganti.

Pertimbangan terhadap [akts yang terungkap dalam persidangan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ meliputi:

.

pendirian Pemohon terhadap permohonannva dan keterangan
tambahan yang disampaikan di persidangan;

keterangan Pernberi Keterangan;

keterangan Pihak Terkait;

keterangan ahli dan/atau saksi; dan/atau

hasil pemeriksaan alat-alar bukti. t[&
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(3) Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
#. permasalahan utama Permohonan;
b. kewenangan Mahkamah;
¢. kedudukan hukum Pemohon;
d. alasan permohonan;
¢, pendapatl Mahkamah.

Pasal 71

Ketetapan memuat:

a. kepala ketctapan yang berbunvi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA;

b. nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

c. konsideran menimbang:

1) identitas pihak;

2) pokok perkara;

3) pertimbangan hukum dan/atau pendapat Mahkamsh yang menjadi
dasar putusan, serts simpulan.

d. konsideran mengingat:

1) UUD 1945;
2) UU MK; dan/aau
3) undang-undang yang terkait.

€. amar ketetapan;

[. hari dan tanggel pengambilan ketetapan, hari dan tanggal pengucapan
ketetapan, nama dan tanda tangan Hakim, serta nama dan tanda tangan
Panitera Pengganti.

Bagian Kedua
Amar Putusan

Pasal 72

(1} Amar Putusan untuk pengujian formil:
a. Dalam hal Permohonan tidak memenuhi ketentuan syarat farmil
pengajuan Permohonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam

17
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b

c.

Pasal 4, Pagal 9 ayat (2|, Pasal 10, Pasal 11, dan/atau Pasal 12, amar

putusan, "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima”;

Dalarn hal pokok Permohonan tidsk beralasan menurut hukum,

amar putusan menyatakan, “Menolak permohonan Pemohon®;

Dalurm hal pokol Permohonan beralasan menurut hukum, amar

putusan berbunyl:

1. Mengabulkan permohenan Pemohon;

2. Menyatakan pembentukan undang-undang atau Perppu
dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-
undang menurut UUD 1945, dan undang-undang atau Perppu a
guo tidak mempunyai ke hukum it

3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

(2| Dalam hal dipandang perfu, Mahkamah dapat menambahkean amar
selain yang ditentukan sebagaimans dimaksud pada ayat (1),

Pasal 73

(1] Amar Putusan untuk pengujian materiil:

a

b.

Dalam hal Permol tidak hi ketentuan svarat formil
pengajuan Permchonan antara lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, Pasal 10, Pazal 11, danfatau Pasal 12, amar putusan,
Menyatakan permol I hon tidak dapat diterima”;

Dalam hal pokok Permohonan tidak beralasan menurut hukum,
“Menolak permot Pemchon®;

Dalam hal pokok Permohonan beralasan menurut hukum, amar

Emar putusan m kan

putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sehagian |/ seluruhnya;

2. Menyatakan materi muatan syat, pasal, dan/atau bagian
undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 19435
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara
Republik Indonesia,

(2| Dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian
materil inkonstitusional bersyarat, amar putusan berbunyi:

7
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a. mengabulkan permohonan Pemohon;

b. menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945 dan
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak
dimaknai ..;

¢. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik
Indonesia,

{3) Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar

selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat (2).

Pasal T4
Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain

karena!
a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dengan

petitum;
b, dalil idak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau scbaliknya;
¢, ad permi Pemohon dalam petitum vang saling bertentangan
antara satu dengan yang lainnys dan tidak memberikan pilihan alternanf.
Bagian Ketiga
Ketetapan
Pasal 75

(1) Mahkamah menerbitkan putusan berupa Ketetapan dalam hal:
&a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah;
b. Pemnchon menarik kembali permohonannya;
¢. Pemohon tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan
Pendahuluan,

(3) Amar Ketetapan apabila Mahkamah tidak berwenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf & berbunyi: “Menyutakan Mahkamah tidak
berwenang mengadili permohonan Pemohon”™;

(3} Amar K pan apabila dapat penarikan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berbunyi:

a. “Mengabulken permohonsn Pemohon untuk menarik kembali

78

permochonannya®;
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b. *Menyatakan permohonan Pemohon ditarik kembali™;

o. “Menyatakan permohonan yang telah ditarik tidak dapat diajukan
kembali”;

d. “Memerintahkan kepada Panitcra untuk mencatat perihal penarikan
kembali permohonan Pemohon dalam e-BRPK",

(1] Amar Ketetapan apabila Pemchon tidak hadir pada sidang pertama
Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
berbunyi: "Menvatakan p honan Pemohon gugur®,

(5] Dalam hal dipandang perlu, Mahkamah dapat menambahkan amar
selnin yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4).

Pasal 76
Undang-undang atuu Perppu vang divji oleh Mahkamah tetap beriaku
scbelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang atau Perppu

tersebut bertentangan dengan UUD 1945,

Pagal 77
Putusan Mah} h peroleh kel n hul tetap sejak selesai
diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum,

Pasal 78
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pesal, dan/atau bagian dalam undang-
undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.,
(2] Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika
materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda
atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Pasal 79
(1) Putusan Mahkamah diucapkan dalam Sidang Pleno Pengueapan Putusan
Mahkamah vang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling
kurang 7 (tujuh) orang Hakim yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah.

Fod
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(2

Dalam hal Ketusa Mahkamah berhalangan, Sidang Pleno dipimpin oleh
Wakil Ketua Mahkamah,

Dalam hal Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan
dalam wakwu bersamsan, Sidang Pleno dipimpin oleh Hakim yang
bertindak scbagai ketua Sidang Pleno yang dipilih dari dan oleh Hakim
vang hadir.

(3

Pasal 80

Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Pemberi

Keterangan, Mahkamah Agung, Pihak Terkait, dan menteri yang

menyvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum scgera scielah

berakhirnya Sidang Pleno pengucapan Putusan Mahkamah.

(2] Dalam hal Pemchon, Pemberi Keterangan, Pihak Terkait, dan menteri
yvang lenggarak urusan p intahan di bid hukum tidak
hadir dalam Sidang Pleno pengucar Putusan Mahkamah, sali
Putusan Mahkamah dikirimkan secara darng fonfine/ atau melalu media
elekironik lainrya kepads yang bersangkutan dalam jangka waktu paling
lame 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Mghk h gelesal diucapl

{3) Penverahan atau penyampaian salinan Purusan Mahkamah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Panitera.

I

Pasal 81
Putusan Mahkamah yang mengabulkan Permoh wajib di dalam
Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 [tiga
puluh) hari kerja sejak Putusan Mahkamah selesai diucapkan dalam Sidang
Pleno terbuka unmk umum.

BAB VIl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82
Dalam hal Mahl B melak kan ke gan lainnya yang bersamaan
dengan tehapan persidangan perkara PUU maka tahapan persidangan
perkara PUU akan disesuaikan dengan pel b lain

dimaksud.

78
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Pasal 83

(1) Hal-hal yeng belum diatur dalam | an ini akan dip kan dalam
RPH atau distur dalam Peraturan Ketua Mahkamah,

(2} Mah h dapat men paikan dol terkait d perkara yang
diterbitkan oleh Mahkamah kepada Pemohon, Pemberi K dan

Pibak Terkait yang ditandatangani secara elekironik oleh Panitera.

Pasal 84
Kepaniteraan dun Sekretariat Jenderal lenggarskun bimbingan wknis

tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang guna kelancarsn

p nEan  pena perkars sesual dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85
{1) Pada saat Peramuran Mahkamah Konstitusi ini mulsi berlaku, Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam
Perkara Pengujian Undang-Undang, dicabut dan dinyatakan tdak
berlaku,
[2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2021
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,

—

A\mﬂ USMAN /
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